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Sepanjang tahun 2019, terdapat delapan kasus tentang permohonan izin 
poligami, yang mana tujuh dari delapan kasus perizinan poligami semuanya 
dikabulkan dan satu kasus tidak dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Wonosobo. 
Salah satu produk putusan Pengadilan Agama Wonosobo adalah putusan dengan 
perkara nomor 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb yang pada tanggal 27 Mei 2019 diputus 
dan dikabulkan. Pada perkara ini alasan yang digunakan tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan tentang perkawinan Indonesia, yaitu permohonan 
izi poligami dengan alasan untuk menghindari fitnah. 
Dalam hal serperti ini, hakim dituntut untuk dapat merumuskan dan 
menemukan hukumnya karena perkara tersebut termasuk pada perkara yang belum 
ada dan tidak jelas ketentuannya. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian 
ini adalah bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama 
Wonosobo dalam memutus perkara nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb dan 
bagaimana analisis Sadd Adz-Dzari’ah terhadap pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb tentang permohonan izin 
poligami dengan alasan untuk menghindari fitnah. Penelitian ini termasuk jenis 
penelitian pustaka (library research). Data-data yang diperoleh melalui 
dokumentasi. Selain itu, analisis data menggunakan deskriptif analisis. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa dalam memutuskan perkara 
nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami dengan alasan 
untuk menghindari fitnah, hakim hanya menggunakan pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975 dan surat an-
Nisa ayat 3 sebagai landasannya. Dan jika dilihat dari perspektif Sadd adz-Dzari’ah 
alasan-alasan yang menjadi landasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara 
ini tidak kuat, maka seharusnya perkara tersebut ditolak, dan dalam keadaan seperti 
ini perkawinan monogami adalah pilihan yang paling tepat untuk mewujudkan 
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 
  
 








 اْلَعَسلُِ ِمنَُ َاْحٰلى َعاِقبَ ترهُر َوٰلِكنُْ َمٰذاقَ ترهُر مررُ  الصَّْبُر
“Sabar itu begitu pahit rasanya, namun pada akhirnya ia akan lebih manis 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 
tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 
beberapa penyesuaian menjadi berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba B Be ب
 ta T Te ت
 (ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث
 jim J Je ج
 (ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 kha Kh ka dan ha خ
 dal D De د
 (żal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 ra R Er ر
 za Z Zet ز
 sin S Es س
 syin Sy es dan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain …. ‘…. koma terbalik keatas‘ ع
 gain G Ge غ





 qaf Q Ki ق
 kaf K Ka ك
 lam L El ل
 mim M Em م
 nun N En ن
 wawu W We و
 ha H Ha ه
 hamzah ' Apostrof ء
 ya Y Ye ي
 
2. Vokal 
1) Vokal tunggal (monoftong) 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf latin Nama 
 fatḥah A A 
 Kasrah I I 
 ḍamah U U 
 
Contoh: َََكتَب -kataba   َيَْذَهب - yażhabu 
  su'ila –س ئِلََ   fa‘ala- فَعَلََ 
2) Vokal rangkap (diftong)  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 






 Fatḥah dan ya Ai a dan i يْ 
 Fatḥah dan وْ 
wawu 
Au a dan u 











Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 





fatḥah dan alif 
 
Ā 




Kasrah dan ya 
 
Ī 












 qīla - قِي لَْ   qāla - قَالَْ
 yaqūlu – يقول  ramā -َرمى
4. Ta Marbūṭah 
Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua: 
1) Ta  marbūṭah hidup 
ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakatfatḥah, kasrah dan 
ḍammah, transliterasinya adalah /t/. 
2) Ta marbūṭah mati 
Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya 
adalah /h/. 
3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan  dengan ha (h). 
Contoh: 
 Rauḍah al-Aṭfāl روضةُاألُطفال









5. Syaddah (tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
Contoh: 
 rabbanā -ربّناْ
ل  nazzala –نزَّ
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 
huruf qamariyyah. 
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang 
diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 
yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 
mengikuti kata sandang itu. 
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  
Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung atau hubung. 
Contoh: 
 al-rajulu - الرجل
 al-qalamu -   القلم
7. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. 
Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak 
di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 





Hamzah di tengah أتخذون ta’khuz|ūna 
Hamzah di akhir الّنوء an-nau’u 
 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan 
dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis 
memilih penulisan kata ini dengan perkata. 
Contoh: 
 wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  : وانُهللاُهلوُخريالرازقني
وامليزانفاوفواُالكيلُ               : fa aufū al-kaila waal-mīzan 
9. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal 
kata sandang. 
Contoh:   
 .Wa māMuḥammadun illā rasūl وماحمدُاالُرسوُل
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A. Latar Belakang Masalah 
Poligami banyak yang memandang lahir dari Islam sedangkan poligami 
sendiri sudah ada sejak berabad-abad sebelum datangnya Islam, masyarakat di 
berbagai belahan dunia telah mengenal poligami. Poligami dipraktekkan secara 
luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia dan Mesir Kuno. Di Jazirah Arab 
sendiri jauh sebelum datangnya Islam, masyarakatnya telah mempraktekkan 
poligami, malah poligami yang tidak terbatas dan tanpa aturan.1 
Hal yang membuktikan masyarakat Arab sudah mengenal poligami dan 
mempraktikkannya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, 
disebutkan bahwa seorang sahabat bernama Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi 
memiliki sepuluh istri. Namun, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk 
memilih empat orang istri dari kesepuluh istri yang ia miliki, dan menceraikan 
enam istri yang lain.2 
Poligami mengundang banyak perdebatan tidak hanya di kalangan umat 
Islam, namun juga orang-rang di luar Islam. Tudingan masyarakat Barat 
adalah, bahwa poligami yang diperbolehkan oleh Islam merupakan perbuatan 
diskriminatif terhadap perempuan. Mereka beranggapan bahwa Islam hanya 
                                                             
1 Siti Musadah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2004), hlm. 45. 
2 ‘Iffah Nailiya Qanita, Poligami Berkah ataukah Musibah (Yogyakarta: Diva Press, 
2016), hlm. 17. 
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memberikan kesempatan terhadap laki-laki untuk mempunyai istri lebih dari 
satu, namun tidak dengan perempuan.3 
Dalam pandangan Islam, poligami merupakan suatu yang 
diperbolehkan, namun dengan syarat tertentu. Sebagaimana hal ini dijelaskan 
dalam firman Allah SWT: 
ََ ا وْا ِف اْليَ ٰتٰمى َفاْنِكُحوْا َماطَاَب َلُكْم مِ َن النِ سَ تُ ْقِسطُ َوِاْن ِخْفُتْم َاَّلا  َ َوُُٰٰ ٰٰ ٰٰ َوُُ   ِء َمْْ
۝ َاَّلا تَ ُعوُلواْ  ٰذِلَك اَْدٰن ۚ   ْت اَْْيَانُُكمْ َفِاْن ِخْفُتْم َاَّلا تَ ْعِدُلوْا فَ َواِحَدًة َاْوَماَمَٰكَ ۚ    ۚ4 
Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 
perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika 
kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) 
seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang 
demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.5 
Ayat inilah yang dipahami oleh umat Islam sebagai dalil yang menjadi 
dasar tentang diperbolehkannya seorang laki-laki berpoligami. Walaupun, para 
ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. 
Menurut jumhur ulama, Q.S. An-Nisa (4): 3 turun setelah berakhirnya 
Perang Uhud. Perang Uhud ini merupakan perang balas dendam oleh kaum 
Quraisy, yang sebelumnya mereka dikalahkan oleh umat Islam di Perang 
Badar. Dalam Perang Uhud tersebut, umat Islam mengalami kekalahan 
sehingga menyebabkan jatuhnya korban diantara pasukan umat Islam yang 
sangat besar. Umat Islam yang mati di Perang Uhud meninggalkan banyak 
anak yatim dan janda, yang dari mereka terancam kehidupan dan masa 
                                                             
3 M. Said Ramadhan Al-Buthi, Perempuan Antara Kedzaliman Sistem Barat dan 
Keadilan Islam (Solo: Era Intermedia, 2002), hlm. 138. 
4 Q.S. An-Nisa (4): 3. 
5 Kementrian Agama RI, Al-Hasib Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta: 
Samad, 2014), hlm. 77. 
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depannya. Keadaan inilah, menurut Khairuddin Nasution yang 
melatarbelakangi disyari’atkannya poligami lewat turunnya Q.S. An-Nisa (4): 
3 tersebut.6 
Maka perlu diketahui, bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi seorang 
wanita bukan atas dorongan nafsu, melainkan karena dorongan kemaslahatan 
umat serta melakukan poligami karena tujuan-tujuan yang mulia. Nabi 
Muhammad SAW memiliki tujuan dalam berpoligami yaitu, untuk memelihara 
dan menyelamatkan. Beliau ingin memelihara dan menyelamatkan harkat dan 
martabat wanita-wanita yang dikhawatirkan keselamatannya, karena wanita-
wanita tersebut adalah wanita-wanita yang telah ditinggal syahid (wafat di 
medan perang) oleh suaminya.7 
Namun, sekarang poligami digunakan oleh sekelompok orang dengan 
alasan ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka juga 
menganggap dirinya sudah mampu untuk berbuat adil, mampu memenuhi 
kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya dan bahkan diantara mereka tidak 
sedikit yang melakukan poligami seringkali hanya untuk memuaskan hasrat 
birahinya, karena mereka beranggapan bahwa dengan berpoligami maka akan 
terhindar dari perbuatan yang tidak diperbolehkan yaitu, perzinaan. Dan orang 
yang menjadikan poligami sebagai sumber gemilang seksualitas semata berarti 
orang tersebut telah menyalahgunakan syari’at Islam. 
                                                             
6 Khairuddin Nasution, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 
Abduh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 85. 
7 Samsul Munir Amin, Percik Pemikiran Para Kiai (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 
2009), hlm. 90. 
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Di Indonesia asas perkawinannya menganut asas monogami, 
sebagaimana termuat dalam Asas Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974. Namun, pada kenyataanya terdapat sebagian masyarakat yang 
melakukan praktek poligami atau beristri lebih dari satu dalam waktu yang 
sama. Yang artinya, asas perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 menganut asas monogami tidak mutlak. Sebagaimana yang termuat 
dalam pasal 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.8 
Praktek perkawinan poligami di Indonesia banyak menuai pro kontra di 
kalangan masyarakat. Tidak sedikit dari mereka beranggapan poligami 
merupakan sebuah masalah yang kontroversial dan dilematis. Sebab, di satu 
sisi poligami dianggap sebagai suatu solusi, namun di sisi lain poligami justru 
dianggap sebagai sebuah bentuk subordinasi dan diskriminasi terhadap 
perempuan. 
Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang persoalan poligami dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukanlah suatu hal yang aneh, 
bilamana Indonesia memiliki peraturan atau undang-undang tersendiri sebagai 
pedoman yang berdasar pada ajaran Islam untuk mengatur jalannya suatu 
persoalan tentang poligami. Karena Indonesia merupakan negara yang 
mempunyai umat muslim terbesar di dunia. Dalam hal ketentuan berpoligami, 
Indonesia telah mengatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
                                                             
8 Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum 
Benda (Jakarta: Graha Ilmu, 2000), hlm. 23. 
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Islam telah jelas menetapkan syarat diperbolehkannya poligami selain 
daripada adil kepada istri-istrinya, juga perihal pembatasan jumlah istri yang 
dibatasi hanya mencapai empat orang istri saja. Di Indonesia, berlaku adil saja 
tidak cukup, melainkan terdapat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi 
agar permohonan poligami dikabulkan. Persyaratan poligami tertuang dalam 
pasal 4 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Pasal 4 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
digunakan sebagai alasan dan dasar ketika suami akan melakukan poligami. 
Namun, terdapat aturan atau syarat lain yang harus terpenuhi oleh suami ketika 
ia hendak melakukan poligami, yaitu sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 
5 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. 
Untuk membedakan persyaratan yang ada di dalam pasal 4 dan 5 adalah 
pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu 
persyaratan tersebut harus ada dan baru dapat mengajukan permohonan 
poligami. Adapun dalam pasal 5 disebut sebagai persyaratan kumulatif yang 
artinya seluruh persyaratan tersebut harus terpenuhi oleh suami yang akan 
mengajukan permohonan poligami.9 
Mengenai perizinan poligami, maka pihak pemohon atau seorang 
suami harus mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama di daerah 
tempat tinggalnya. Pengadilan Agama yang nantinya akan memeriksa dan 
mengadili, apakah permohonan izin poligami tersebut akan dikabulkan atau 
                                                             
9 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 96-97. 
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tidak. Yang mana kasus tersebut akan didalami oleh majelis hakim sesuai atau 
tidak dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti yang tertera pada 
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pada Kompilasi 
Hukum Islam. Dalam kasus seperti ini, peran hakim sangat penting sebab erat 
kaitanya dengan putusan yang diambil. Tentunya hakim memiliki dasar 
pertimbangan yang dijadikan landasan dalam memutuskan perkara poligami 
tersebut baik perkara tersebut dikabulkan maupun ditolak. 
Adapun kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagai salah satu 
badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama memiliki 
tugas dan berwengang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara 
orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, 
wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari’ah.10 Dalam hal ini, persoalan 
poligami termasuk dalam bidang perkawinan. 
Pengadilan Agama Wonosobo, merupakan pengadilan tingkat pertama 
yang telah menerima, memeriksa, menyelidiki dan menyelesaikan banyak 
permasalahan perizinan poligami. Sepanjang tahun 2019, terdapat delapan 
kasus tentang permohonan izin poligami, yang mana tujuh dari delapan kasus 
perizinan poligami semuanya dikabulkan dan satu kasus tidak dipublikasikan 
oleh Pengadilan Agama Wonosobo. Salah satu produk putusan Pengadilan 
Agama Wonosobo adalah putusan dengan perkara nomor: 
                                                             
10 Rosdalina dan Edi Gunawan, “Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di 
Pengadilan Agama”, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 7, No. 2, Oktober 
2017, hlm. 343-365. 
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711/Pdt.G/2019/PA.Wsb yang pada tanggal 27 Mei 2019 diputus dan 
dikabulkan.11 
Dalam isi putusannya, Pengadilan Agama Wonosobo telah 
mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan untuk menghindari 
fitnah. Menurut penyusun, jika dilihat secara yuridis maupun perspektif Sadd 
Adz-Dzari’ah dalam putusan tersebut masih belum tepat dan harusnya ditolak. 
Karena di dalam putusan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi, 
yang mana dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa pemohon telah 
memenuhi norma hukum yang terkandung dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 
3 serta permohonan tersebut telah memenuhi syarat komulatif untuk menikah 
lagi (poligami) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 
1974 jo pasal 41 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975.12 
Melihat putusan hakim tersebut, menurut penulis ada beberapa hal yang 
memunculkan pertanyaan dan menimbulkan sebuah permasalahan. Pertama, 
dilihat dari permohonan izin poligami dengan alasan untuk menghindari fitnah. 
Alasan menghindari fitnah ini tidak termuat dalam syarat diizinkannya 
poligami baik di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam. 
Kedua, dilihat dari pertimbangan hakim yang menyatakan permohonan 
tersebut telah memenuhi syarat komulatif sebagaimana termuat di dalam pasal 
                                                             
11 Anonim, ”Putusan PA Wonosobo Izin Poligami Putus Tahun 2019”, 
www.putusan3.mahkamahagung.go.id., diakses 10 Desember 2020, pukul 14.15 WIB. 




5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Perlu diingat bahwa ada syarat lain yang 
termuat dalam pasal 4 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang mana pasal ini 
disebut dengan persyaratan alternatif, artinya salah satu persyaratan tersebut 
harus ada dan baru dapat mengajukan permohonan poligami ke pengadilan. 
Bahkan ditegaskan bahwa pasal ini hanya akan memberikan izin poligami 
kepada suami apabila: Satu, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai istri. Dua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan. Tiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Namun, dalam kasus ini tidak ada satupun syarat dalam pasal ini yang 
terpenuhi. Sehingga timbul pertanyaan, dalam kasus seperti ini apakah 
memang secara umum ketentuan mengenai syarat-syarat poligami dapat 
diambil di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan 
Undang-undang sendiri sifatnya adalah mengikat bagi orang yang 
berkepentingan. 
Ketiga, sebagaimana yang telah diketahui bahwa dalam menjatuhkan 
putusan, hakim Pengadilan Agama tidak cukup hanya mengacu pada dasar-
dasar hukum positif namun hakim juga harus menggunakan dasar-dasar 
normatif seperti nash-nash al-Qur’an, al-Hadits maupun kaidah-kaidah fikih. 
Namun, dalam putusan ini hakim Pengadilan Agama Wonosobo hanya 
menggunakan dalil al-Qur’an yang bersifat umum, tidak menggunakan dalil-
dalil yang bersifat khusus. 
Artinya, perlu adanya ijtihad hakim dalam pengambilan keputusan 
hukum (istinbath al-hukm) sebelum memutus perkara ini. Hakim harus 
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menimbang mulai dari aspek filosofis, sosiologis, teleologis dan aspek yuridis. 
Sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 
No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa 
hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Akankah suatu penetapan atau pengabulan izin poligami tersebut dapat 
menimbulkan nilai-nilai keadilan dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat 
atau malah menimbulkan ketidakadilan dan kemafsadatan. Padahal selain 
daripada pengabulan izin poligami, hakim harus menimbang akan keadilan dan 
kemaslahatan yang ditimbulkan. 
Keputusan hakim adalah sebuah perantara atau sebuah wasilah yang 
nantinya akan menimbulkan sesuatu kemaslahatan atau bahkan menimbulkan 
suatu kemafsadatan. Seharusnya, hakim dalam mengambil keputusan hukum 
untuk turut serta menutup atau menghalangi semua jalan yang akan 
menimbulkan kemafsadatan yang ditimbulkan setelah putusan tersebut. 
Metode istinbath al-hukm atau pengambilan keputusan hukum dalam suatu 
penetapan hukum ini disebut dengan sadd adz-dzari’ah. 
Pengabulan izin poligami dengan alasan untuk menghindari fitnah jika 
dilihat dari perspektif sadd adz-dzari’ah sangat berpotensi menimbulkan 
perbuatan aniaya dan harusnya ditolak. Ketimbang maslahat yang ditimbulkan 
malah lebih banyak mafsadatnya. Karena dzari’ah atau perantara yang dalam 
hal ini adalah alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim tidaklah kuat. 
Adapun faktanya, pertama yaitu berdasarkan salinan putusan, Pemohon 
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(suami) dalam surat permohonannya saat mengajukan izin poligami 
menyatakan bahwa pemohon dan Termohon sudah berupaya mencarikan calon 
suami kepada calon istri kedua pemohon kepada 5 (lima) orang temannya, 
namun calon istri kedua pemohon tetap menolaknya. Sehingga Termohon 
secara diam-diam tanpa diketahui oleh suaminya (pemohon) menawarkan 
calon istri kedua pemohon menjadi istri kedua pemohon dan tanpa pikir 
panjang calon istri kedua pemohon menyetujuinya.13 Seolah-olah calon istri 
kedua Pemohon sering bertamu ke rumah Pemohon walaupun dengan maksud 
ingin menemui Termohon, tetapi berkeinginan menjadi istri kedua Pemohon. 
Pernyataan seperti ini sangat sensitif jika diketahui oleh masyarakat luas dan 
berpotensi timbulnya sikap-sikap sinis masyarakat terhadap keluarga pelaku 
poligami. 
Kemudian kedua, dalam pertimbangan hakim juga menyatakan bahwa 
Pemohon mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya 
berdasarkan bukti P-5, yaitu dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta 
rupiah) yang menurut penulis belum tentu cukup untuk menghidupi seorang 
istri dan 3 (tiga) orang anaknya, apalagi ditambah istri kedua yang seorang 
janda beranak 1 (satu). 
Ketiga, yaitu Termohon (istri dari Pemohon) adalah seorang yang 
masih mampu dan sanggup menjalankan kewajiban dan haknya sebagai istri, 
tidak mandul dan tidak juga mempunyai penyakit yang tidak bisa 
                                                             




disembuhkan. Terbukti, selama ini perjalanan rumah tangganya berjalan 
dengan baik dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Artinya, tidak ada alasan 
yang mendesak bagi Pemohon untuk melangsungkan pernikahan lagi 
(poligami). 
Keempat, istri pertama dan calon istri kedua bekerja dalam satu profesi 
Guru di sebuah Yayasan SQ Ibnu Abbas, yang menurut penulis jika melihat 
hal tersebut, ketika istri pertama dan calon istri kedua bekerja dalam satu 
profesi dan dalam satu yayasan yang mana secara otomatis tugas menjadi ibu 
sebagai pengurus rumah tangga akan banyak terbengkalai, karena kesibukan 
yang sama. 
Dari alasan-alasan di atas, yaitu dengan kurang tepatnya alasan dalam 
berpoligami dan kurang kuatnya alasan-alasan yang menjadi pertimbangan 
hakim. Sehingga ditakutkan alasan seperti ini  nantinya akan menjadi tolak 
ukur di masyarakat ketika teman perempuan istri datang ke rumah suami untuk 
menemui istri dan terlalu sering sehingga beralasan takut adanya fitnah yang 
timbul di masyarakat. Maka, ini bisa menjadi alasan yang nantinya suami akan 
mengajukan izin poligami ke pengadilan sebagai jalan keluar, walaupun tidak 
ada alasan yang mendesak. Ditakutkan akan semakin memperkeruh sikap dan 
ujaran masyarakat terhadap pelaku poligami, semakin bencinya masyarakat 
terhadap poligami dan bahkan dikhawatirkan masyarakat akan membenci 
syari’at itu sendiri. 
Dari ilustrasi di atas, penulis menganggap ini merupakan sebuah topik 
yang menarik untuk dibahas dengan meneliti dan mengkaji lebih lanjut 
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permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul “POLIGAMI DENGAN 
ALASAN UNTUK MENGHINDARI FITNAH PERSPEKTIF SADD ADZ-
DZARI’AH (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 
711/Pdt.G/2019/PA.Wsb)”. 
 
B. Definisi Operasional 
1. Poligami 
Istilah poligami berasal dari Bahasa Yunani, yakni poli atau polus, 
yang berarti banyak dan gamein atau gamos, yang berarti perkawinan. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa poligami adalah 
sistem perkawinan yang salah satu pihak baik laki-laki ataupun perempuan 
memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang 
sama. 
Dengan kata lain, poligami merupakan perkawinan yang dilakukan 
seorang suami dengan lebih dari satu orang istri (poligini), atau 
perkawinan yang dilakukan seorang istri dengan lebih dari satu orang 
suami (poliandri). Lawan dari poligami adalah monogami, yaitu 
perkawinan yang hanya membolehkan suami memiliki seorang istri. 
Namun, poligami dalam pandangan umum bisaanya cenderung dipahami 
sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan beberapa 
istri secara bersamaan.14 
 
                                                             
14 ‘Iffah Qonita Nailiya, Poligami, Benar, hlm. 15. 
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2. Menghindari Fitnah 
Menghindari fitnah adalah menjauhkan dari hal-hal yang bisa 
menjadi sebab munculnya fitnah. Dalam kasus ini, calon istri kedua 
Pemohon sering ke rumah Pemohon untuk menemui Termohon baik dalam 
kepentingan yayasan ataupun kepentingan pribadi. Dan bahkan karena 
kedekatan antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon berimbas 
kepada kedekatan anatara Termohon dan anak calon istri kedua Pemohon, 
yang mana anak dari calon istri kedua Pemohon tidak mau bersekolah jika 
tidak diantarkan oleh Termohon. 
Dari kedekatan tersebut sehingga menjadikan Pemohon khawatir 
akan timbul fitnah di masyarakat dan dalam agama pun tidak dibenarkan 
ketika seorang suami istri bepergian sedangkan ada wanita lain yang ikut 
bersamanya.15 
Menghindari fitnah yang dimaksud disini bisa bearti sebuah 
perzinaan atau perselingkuhan. Maka untuk menghindari hal tersebut bisa 
dilakukan dengan cara menutup jalan menuju hal yang diperkirakan bisa 
saja menjadi munculnya fitnah atau dengan mengambil jalan yang lebih 
baik dengan tujuan sama yaitu menghindari fitnah. 
3. Sadd Adz-Dzari’ah 
Sadd adz-dzari’ah terdiri dari dua kata, yaitu sadd dan adz-
dzari’ah. Sadd bermakna penghalang atau sumbatan. Sedangkan adz-
                                                             




dzari’ah bermakna alasan, permohonan, berpura-pura, mengantarkan, 
sarana, wasilah. Sehingga sadd adz-dzari’ah berarti menghambat atau 
menyumbat atau menghalangi semua jalan yang menuju kerusakan atau 
maksiat.16 Dan sadd adz-dzari’ah merupakan salah satu metode 
pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam menetapkan 
suatu hukum. 
 
C. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah merupakan sebuah rincian yang akan dibahas dalam 
suatu penelitian, hal ini bertujuan agar maslah yang dibahas menjadi fokus dan 
terarah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan 
rumusan masalah mengenai: 
1. Apa dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosobo 
dalam memutus perkara nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb? 
2. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Wonosobo perkara nomor: 
711/Pdt.G/2019/PA.Wsb tentang poligami dengan alasan untuk 
menghindari fitnah dalam perspektif Sadd Adz-Dzari’ah? 
 
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
                                                             
16 Agus Miswanto, Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2 (Yogykarta: 
Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 185. 
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1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama 
Wonosobo dalam memutuskan perkara nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb 
tentang poligami dengan alasan untuk menghindari fitnah. 
2. Untuk megetahui bagaimana putusan hakim Pegadilan Agama Wonosobo 
perkara nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb tentang poligami dengan alasan 
untuk menghindari fitnah dalam perspektif Sadd Adz-Dzari’ah. 
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Dapat menjadi bahan pengetahuan bagi penulis dalam memahami apa 
yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 
711/Pdt.G/2019/PA.Wsb baik ditinjau dari segi normatif maupun yuridis, 
serta jika dilihat dari perspektif Sadd Adz-Dzari’ah. 
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pertimbangan hakim 
dalam memutus putusan nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb dari segi 
normatif maupun yuridis tentang poligami dengan alasan untuk 
menghindari fitnah, dan memberikan informasi terkait pertimbangan 
hakim dari perspektif Sadd Adz-Dzari’ah. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan bagi 
Civitas Akademika IAIN Purwokerto untuk kepentingan akademi, dan 







E. Kajian Pustaka 
Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa 
buku-buku, jurnal, makalah atau hasil studi, yang mana berkaitan dengan 
penelitian yang disusun oleh peneliti. 
Dalam buku Islam Menggugat Poligami yang ditulis oleh Siti Musdah 
Mulia, dikemukakan bahwa ada beberapa alasan poligami yang marak di 
masyarakat. Alasan pertama dan mendasar adalah bahwa poligmi merupakan 
sunnah Nabi Muhammad SAW dan memiliki landasan tersendiri seperti yang 
dijelaskan di dalam al-Qur’an yakni pada surat an-Nisa ayat 3 dan karena itu, 
melarang poligami berarti melarang hal mubah atau diperbolehkan Allah SWT 
berarti dosa besar. Alasan kedua yang sering dibicarakan oleh masyarakat 
mengenai poligami adalah kelebihan perempuan dibandingkan dengan laki-
laki. Alasan ketiga bagi pelaku poligami adalah karena istri mandul atau 
berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. Serta alasan lain yang sering 
digunakan dalam poligami adalah menghindari perselingkuhan dan 
perzinaan.17 
Dalam buku Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2, Agus 
Miswanto menjelaskan beberapa metode dalam penetapan suatu keputusan 
hukum Islam, salah satunya yaitu sadd adz-dzari’ah. Sadd adz-dzari’ah 
merupakan dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Artinya, ada ulama 
yang menjadikan sadd adz-dzari’ah sebagai hujjah syar’iyyah, ada juga yang 
tidak menerimanya secara keseluruhan dan ada juga ulama yang menolaknya. 
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Dilihat dari besar dan kecilnya dampak kerusakan (mafsadat) yang 
ditimbulkannya, Ibnu Qayim al-Jaujiyah membedakan Adz-Dzari’ah menjadi 
empat macam, yaitu pertama, sarana (wasilah) yang membawa kepada 
kerusakan secara langsung. Kedua, sarana untuk hal-hal yang mubah tetapi 
bertujuan untuk mengantarkan kepada kerusakan. Ketiga, sarana untuk hal-hal 
yang mubah, tidak ditujukan untuk mafsadat, tetapi berimplikasi pada 
kerusakan pada umumnya serta keruskan yang ditimbulkan lebih banyak 
diandingkan dengan kemaslahatannya. Keempat, sarana untuk hal-hal yang 
mubah yang kadang-kadang membawa mafsadat, hanya saja lebih banyak 
menimbulkan kemaslahatan disbanding dengan kemafsadatannya.18 
Skripsi karya Rifaldi Haris, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta pada tahun 2018 yang berjuddul “Zina Sebagai Alasan Poligami 
(Studi Terhadap Pandangan Kyai-Kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta)”. 
Dalam skripsi tersebut dibahas tentang bagaimana pandangan dan istinbat 
hukum Kyai-kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta terhadap zina sebagai 
alasan poligami. Dalam kesimpulannya, dijelaskan bahwa Kyai-kyai Nahdatul 
Ulama Bantul Yogyakarta ada yang berpandangan membolehkan dan ada pula 
yang tidak membolehkan zina sebagai alasan poligami. Kyai-kyai yang 
membolehkan berpendapat bahwa hal tersebut termasuk kategori keadaan 
darurat, karena jika tidak diperbolehkan ditakutkan akan melakukan perbuatan 
zina lagi. Diperbolehkan juga karena untuk menjaga kesucian dan kehormatan 
seorang wanita dan dianggap hal tersebut adalah bentuk dari tanggungjawab. 
                                                             
18 Agus Miswanto, Ushul Fiqih, hlm. 187-196. 
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Sedangkan yang tidak memperbolehkan berendapat bahwa poligami dengan 
alsan telah berzina tidak sesuai dengan konteks poligami. 
Istinbat hukum yang digunakan kyai-kyai juga ada dua, yang pertama, 
membolehkan poligami karena alasan telah melakukan zina dengan 
mengatakan jika berpoligami harus mampu berbuat adil sesuai dengan firman 
Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 3 dan KHI pasal 55 ayat (2) serta KHI 
pasal 55 ayat (1). Yang kedua, tidak membolehkan karena menggunakan 
metode maslahah mursalah dan bertentangan dengan konteks poligami baik 
secara Undang-ndang maupun di dalam kehidupan sosial karena akan 
berdampak negatif.19 
Yang membedakan skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis teliti 
adalah analisa yang digunakan yaitu analisa yang penulis bawa adalah analisa 
putusan pengadilan, yang mana putusan pengadilan disini penulis mengambil 
Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb 
tentang izin poligami. 
Skripsi karya Hasim Efendi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta pada tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Perzinaan Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan 
Agama Temanggung No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg)”. Dalam skripsi tersebut 
dibahas tentang apa yang menjadi dasar dan pertimbangan majelis hakim serta 
bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap dasar hukum 
                                                             
19 Rifaldi Haris, “Zina Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Pandangan Kyai-Kyai 




dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam 
memutus perkara nomor: 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. Dalam kesimpulannya, 
dijelaskan bahwa permohonan izin poligami pada perkara No. 
0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama 
Temanggung dan telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, yaitu pasal 3-5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan pasal 40-44 Undang-Undang No. 9 tahun 1975 tentang 
pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 
53 dan pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam. 
Sedangkan majlis hakim telah mempertimbangkan apa yang menjadi 
syarat dan kebolehan bagi suami yang akan berpoligami sesuai dengan yang 
ada pada al-Qur’an surat an-Nisa ayat 3 dan 129, al-Hadist maupun pendapat 
ulama tentang bolehnya menikahi wanita hamil, dimana mayoritas ulama 
memperbolehkan menikahi wanita hamil karena zina dan tidak harus 
menunggu kelahiran bayi. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai 
siapa wanita yang dapat dinikahi ketika hamil, dan seorang tidak dapat 
melakukan poligami apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan poligami 
yang diatur dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif.20 
Dari penelitian di atas, perbedaan dengan skripsi yang akan penulis 
teliti adalah sudut pandang, disini sudut pandang yang akan penulis bawa 
adalah sudut pandang perspektif Sadd Adz-Dzari’ah. 
                                                             
20 Hasim Efendi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinaan Sebagai Alasan Poligami 
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg)”, 
skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). 
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F. Sistematika Pembahasan 
Untuk lebih mudah dalam memahami dan mencermati skripsi ini, 
dalam setiap penulisan diharapkan tersaji secara rapi dan sistematis. Penyusun 
membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi lima bab pembahasan. 
Adapun pembagian pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul skripsi, halaman 
pernyataan keaslian, halaman nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, 
halaman persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, abstak, kata 
kunci dan daftar isi. 
Bab pertama, bagian ini merupakan pendahuluan yang berisi pengantar 
secara keseluruhan dengan memuat sub pembahasan, yaitu pertama, latar 
belakang masalah, menjelaskan secara singkat mengapa penelitian ini perlu 
dilakukan serta menjelaskan apa saja yang menjadi latar belakang dari adanya 
penelitian ini. Kedua, definisi oprasional, menjelaskan tentang suatu variabel 
yang akan ditelti guna menghindari penyimpangan atau kesalah pahaman pada 
saat pengumpulan data. Ketiga, rumusan masalah, menjadi pokok mengenai 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Keempat, tujuan dan 
manfaat penelitian, menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat secara jelas 
yang akan dicapai dari adanya penelitian ini. Kelima, kajian pustaka, 
menjelaskan mengenai penelitian sebelumnya yang berkaitan satu sama lain 
namun juga memastikan bahwa penelitian yang ditulis kali ini belum pernah 
dibahas sebelumnya oleh penulis lain. Keenam, sistematika penulisan, berisi 
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mengenai urutan-urutan yang digunakan pada setiap pembahasan dalam 
penyusun skripsi ini. 
Bab kedua, membahas tentang landasan teori yang nantinya menjadi 
landasan yang kuat dalam penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu 
bagaimana poligami dalam islam, bagaimana konsep keadilan dalam Islam itu 
sendiri, bagaimana tatacara dan prosedur pengajuan poligami di Pengadilan 
Agama dan Sadd Adz-Dzari’ah. 
Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian yang dipakai, yaitu 
menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk 
mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian, mulai dari jenis 
penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, proses pengumpulan data dan 
analisis data. 
Bab keempat, bab ini merupakan inti pembahasan dari penusunan 
skripsi. Pada bab ini penulis akan menerangkan gambaran umum putusan 
perkara nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb. Kemudian menganalisis tentang 
dasar hukum dalam mengabulkan perkara izin poligami oleh majlis hakim 
Pengadilan Agama Wonsobo perkara nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb, dan 
terakhir yaitu analisa penulis terhadap pengabulan izin poligami oleh majlis 
hakim dilihat dari prespektif Sadd Adz Dzari’ah. 
Bab kelima, merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, 
penyusun akan mengemukakan kesimpulan dari skripsi ini secara keseluruhan. 
Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang 
telah dikemukakan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang kemudian 
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diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang 




POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN SERTA SADD ADZ-DZARI’AH 
 
A. Poligami dalam Islam 
1. Poligami Menurut Hukum Islam 
Dilihat dari segi hukum Islam, poligami merupakan sesuatu 
perbuatan yang diperbolehkan. Namun, demi tercapainya tujuan suatu 
pernikahan, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah dan rahmah,1 hendaknya seorang suami hanya memiliki 
seorang istri saja atau monogami. 
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia sendiri sebenarnya 
menganut asas monogami, walaupun pada isi Undang-undang tersebut 
terdapat inkonsistensi antar ayat yang satu dengan ayat yang lain. 
Sebagaimana pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan yang menegaskan bahwa asas perkawinan menggunakan asas 
monogami, yaitu seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri atau 
sebaliknya. Namun, pada ayat selanjutnya, yaitu ayat (2) memberikan 
kelonggaran kepada suami untuk berpoligami walaupun terbatas hanya 
sampai 4 (empat) orang istri.2 
                                                             
1 Anonim, “Kompilasi Hukum Islam”, www.percaindonesia.com., diakses 13 November 
2020, pukul 06.20 WIB. 
2 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2004), hlm. 171. 
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Berasal dari bahasa Yunani poligami terdiri dari dua kata, yaitu poli 
atau polus, yang berarti banyak dan gamein atau gamos, yang berarti 
perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa 
poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak baik laki-laki 
ataupun perempuan memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya 
dalam waktu yang sama. Namun, poligami dalam pandangan umum 
bisaanya cenderung dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh 
seorang suami dengan beberapa istri secara bersamaan.3 Dan menurut 
pandangan Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari 
satu, dengan batasan empat perempuan saja (tidak boleh lebih dari itu).4 
Secara sosiologis, aturan poligami yang dibawakan oleh Islam 
merupakan lompatan kebijakan sekaligus sebagai koreksi Islam atas 
syari’at agama sebelumnya dan tradisi masyarakat Arab yang 
membolehkan pernikahan poligami dengan perempuan tanpa aturan dan 
batas. Faktor historis, membuktikan bahwa pada masa Rasulullah ada 
seorang sahabat yang bernama Ghailan al-Tsaqafi yang mempunyai 
sepuluh istri, kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk menceraikan enam 
istri dan mengambil empat orang istri yang ia sukai. Riwayat ini 
membuktikan bahwa poligami merupakan respon sosiologis dan 
antropologis al-Qur’an terhadap budaya masyarakat Arab.5 
                                                             
3 ‘Iffah Nailiya Qanita, Poligami Berkah ataukah Musibah (Yogyakarta: Diva Press, 
2016), hlm. 15. 
4 Bustamam Usman, “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan 
Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 1, No. 
1, 2017, hlm. 276-288. 
5 Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 75. 
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Tujuan perubahan radikal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad 
SAW dalam hal poligami adalah untuk membedakan praktek poligami di 
masa Islam dengan praktek poligami sebelumnya. Yang mana perbedaan 
itu menonjol pada dua hal. Pertama, pada jumlah bilangan istri, dari tidak 
terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Kedua, pada syarat 
poligami, yaitu harus mampu berlaku adil.6 Sebagaimana Allah SWT 
berfirman: 
َ ا َوِاْن ِخْفُتْم َاَّلا تُ ْقِسُطوْا ِف اْليَ ٰتٰمى َفاْنِكُحوْا َماطَاَب َلُكْم مِ َن النِ سَ  ٰٰ ٰٰ َوُُ  ِء َمْْ
 ََ   َوُُٰٰ
 ٰذِلَك اَْدٰن َاَّلا تَ ُعوُلواْ ۚ   ْت اَْْيَانُُكمْ فَ َواِحَدًة َاْوَماَمَٰكَ َفِاْن ِخْفُتْم َاَّلا تَ ْعِدُلوْا ۚ 
۝  ۚ7 
Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 
nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 
empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, 
maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang 
kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak 
berbuat zalim.8 
 
Ayat inilah yang menurut umat Islam sebagai landasan dalam 
berpoligami. Memang sepintas terlihat seolah memberi petunjuk bolehnya 
poligami, karena di dalam ayat di atas terdapat kalimat yang maknanya 
“nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau 
empat”. Hanya dengan melihat susunan redaksinya saja, dapat diketahui 
secara jelas bahwa ayat tersebut bukan menganjurkan poligami, melainkan 
lebih memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil 
                                                             
6 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat, hlm. 47-48. 
7 Q.S. an-Nisa (4): 3. 
8 Kementrian Agama RI, Al-Hasib Al-Qur’an, hlm. 77. 
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dan semena-mena terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian 
mereka, yaitu dengan cara mengawini perempuan lain yang disukai saja.9 
Jika dilihat dari susunan bahasa, ayat di atas lebih menekankan 
kepada pentingnya keadilan dalam relasi perkawinan. Oleh karenanya, 
perkawinan monogami bisa lebih baik untuk menghindari kekhawatiran 
akan tidak mampu adil. Sebagaimana redaksi ayat di atas yang artinya 
“jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang 
saja”. Kemudian redaksi ayat berikutnya yang artinya “yang demikian itu 
adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Dalam banyak penafsiran 
ulama klasik, ungkapan seperti ini berarti bahwa perkawinan monogami 
akan lebih dekat dengan tidak berbuat aniaya.10 
Sebenarnya Allah SWT bisa saja memerintahkan perkawinan 
monogami, namun karena keadilan Allah SWT terhadap hambanya 
dengan melihat monogami pada saat itu adalah hal yang mustahil dan 
sangat sedikit orang yang mampu melakukannya. Maka, poligami tidak 
bisa dihapuskan begitu saja, sama halnya dengan kasus perbudakan yang 
tidak mungkin bisa dihapuskan begitu juga pada awal kelahiran Islam. 
Akan tetapi al-Qur’an juga ikut mengkritik dengan memberikan batasan-
batasan yang menginspirasikan pentingnya transformasi sosial dan 
pembebasan, baik secara kuantitas, yaitu empat istri, maupun kualitas, 
yaitu moralitas keadilan. Batasan-batasan ini diberlakukan untuk 
                                                             
9 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat, hlm. 91. 
10 Faqihuddin Abdul Kodir, Memilih Monogami: Pembacaan Atas Al-Qur’an dan Hadits 
Nabi (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 96-97. 
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memberikan perlindungan terhadap perempuan, bukan untuk kepentingan 
laki-laki.11 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya al-Qur’an 
lebih mengapresiasi perkawinan monogami daripada poligami, karena 
yang demikian adalah menjauhkan dari berbuat aniaya dan tidak adil. 
Quraish Shihab juga menggaris bawahi, bahwa ayat tersebut tidak 
memuat peraturan tentang poligami karena poligami sendiri telah dikenal 
dan dipraktekkan oleh syari’at agama dan tradisi budaya sebelum 
datangnya Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami ataupun 
menganjurkannya, tetapi hanya sekedar berbicara tentang kebolehan 
berpoligami. Itupun hanya sebagai pintu darurat kecil yang hanya boleh 
dilalui ketika sangat amat diperlukan dan dengan syarat yang berat.12 
2. Syarat dan Ketentuan Poligami dalam Islam 
Islam bukanlah agama pertama yang membawa syari’at poligami. 
Namun, Islam datang dengan membawa syari’at baru tentang syarat dan 
ketentuan dalam poligami guna membedakan antara poligami setelah 
datangnya Islam dan poligami sebelum datangnya Islam. Hal yang paling 
mencolok adalah pertama, pada jumlah bilangan istri, dari tidak terbatas 
jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Kedua, pada syarat poligami, 
yaitu harus mampu berlaku adil.13 Mengenai syarat dan ketentuan 
poligami Allah SWT berfirman: 
                                                             
11 Faqihuddin Abdul Kodir, Memilih Monogami, hlm. 70-71. 
12 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat, hlm. 98. 
13 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat, hlm. 47-48. 
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َ ا َوِاْن ِخْفُتْم َاَّلا تُ ْقِسُطوْا ِف اْليَ ٰتٰمى َفاْنِكُحوْا َماطَاَب َلُكْم مِ َن النِ سَ  ٰٰ ٰٰ َوُُ  ِء َمْْ
 ََ   َوُُٰٰ
 ٰذِلَك اَْدٰن َاَّلا تَ ُعوُلواْ ۚ   ْت اَْْيَانُُكمْ َاْوَماَمَٰكَ َفِاْن ِخْفُتْم َاَّلا تَ ْعِدُلوْا فَ َواِحَدًة ۚ 
۝  ۚ14 
Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 
nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 
empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, 
maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang 
kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak 
berbuat zalim.15 
 
Menurut jumhur ulama, ayat di atas turun di Madinah setelah 
berakhirnya Perang Uhud. Perang Uhud ini merupakan perang balas 
dendam oleh kaum Quraisy, yang sebelumnya mereka dikalahkan oleh 
umat Islam di Perang Badar. Dalam Perang Uhud, umat Islam mengalami 
kekalahan karena ketidakdisiplinan mereka, sehingga menyebabkan 
jatuhnya korban diantara pasukan umat Islam yang sangat besar. Umat 
Islam yang mati di Perang Uhud meninggalkan banyak anak yatim dan 
janda, yang dari mereka terancam kehidupan dan masa depannya. Keadaan 
inilah, menurut Khairuddin Nasution yang melatarbelakangi 
disyari’atkannya poligami lewat turunnya surat an-Nisa (4): 3 tersebut.16 
Para ulama tafsir juga bersepakat bahwa sebab nuzul turunnya ayat 
ini berkenaan dengan perbuatan wali yang semena-mena dan tidak berbuat 
adil terhadap anak-anak yatim yang berada dibawah perlindungan mereka. 
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: 
                                                             
14 Q.S. an-Nisa (4): 3. 
15 Kementrian Agama RI, Al-Hasib Al-Qur’an, hlm. 77. 
16 Khairuddin Nasution, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 
Abduh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 85. 
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Dari Urwah ibn Zubair bahwa dia bertanya kepada bibinya, yaitu 
Aisyah Ra tentang sebab nuzul ayat ini. Lalu Aisyah Ra 
menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang 
berbeda dalam pemeliharaan walinya. Kemudian, walinya itu 
tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu dan 
mengawininya, tetapi tanpa mahar. (Muttafaqun ‘alaih) 
 
Menurut Abduh, disinggungnya persoalan poligami dalam konteks 
pembicaraan anak yatim memberikan pengertian bahwa, persoalan 
poligami identik dengan persoalan anak yatim. Mengapa demikian, karena 
dalam dua persoalan tersebut terkandung masalah yang sangat mendasar, 
yaitu masalah ketidakadilan. Anak yatim sering menjadi korban 
ketidakadilan karena mereka tidak terlindungi. Sementara kaum 
perempuan sering menjadi korban ketidakadilan dalam poligami. Dalam 
al-Qur’an pun anak yatim, kaum perempuan dan para budak sering disebut 
dengan al-mustadh’afin (yang dilemahkan), karena hak-hak mereka lemah 
dan tidak dilindungi.17 
Mengenai ketidakadilan terhadap kaum perempuan dalam 
poligami, Allah SWT menyinggungnya dalam firman-Nya: 
ُٰوْا كُ َوَلْن  ُعوْا اَْن تَ ْعِدُلوْا َْْٰيَ النِ َسا ِء َوَلْوَحَرْصُتْم َفََل ََتِي ْ ُُْوَها   لا اْلَمْيلِ َتْسَتِطي ْ فَ َتَذ
ًُا َُِحْيًماَوِاْن ُتْصُِٰحوْا َوتَ ت اُقوْا َفِانا اللٰ َ ۚ   َكاْلُمَعٰ َقةِ  َُْفْو  ۝18 َكاَن 
Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), 
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), 
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu 
mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), 
maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.19 
 
                                                             
17 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat, hlm. 95-96. 
18 Q.S. an-Nisa (4): 129. 
19 Kementrian Agama RI, Al-Hasib Al-Qur’an, hlm. 99. 
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Ketika menafsirkan ini, Abdullah Ibn Abbas menjelaskan bahwa 
adil yang dimaksud ayat ini adalah adil dalam hubb (cinta) dan jima’ 
(hubungan intim suami istri). Mengomentari pandangan Ibn Abbas, 
Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah 
keadilan dibidang cinta. Sebab, orang yang berpoligami dilarang 
memperturutkan suasana hatinya dan lebihan cenderung kepada yang 
dicintai. 
Dalam hal cinta, suami yang berpoligami itu kemungkinan kecil 
dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, meski dia telah berusaha 
seoptimal dan semaksimal mungkin. Allah SWT pun telah memberikan 
perhatian bahwa poligami itu sungguh berat. Jika seorang muslim yang 
hendak melakukan poligami, sementara dia yakin bahwa dirinya tidak 
akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka dia telah melakukan 
dosa besar dihadapan Allah SWT dan terhadap istri-istrinya. Nabi 
Muhammad SAW juga mengancam dengan sabdanya: 
 )ُواه اٰوداود(َمْن َكاَنْت َلهُ اْمرَأََتِن َفَماَل ِإََل ِإْحَداُُهَا َجاءَ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوِشق هُ َماِئٌل. 
Apabila ada seorang suami mempunyai dua istri dan dia tidak 
berlaku adil diantara keduanya, maka dia akan dating pada hari 
kiamat dengan bentuk badan yang miring. (Hadits Riwayat Abu 
Dawud) 
 
Berdasarkan hadits di atas, hendaknya laki-laki berpikir beribu-
ribu kali sebelum mengambil keputusan berpoligami. Sebab, 
kenyataannya dalam poligami para suami selalu cenderung 
memperlakukan salah satu istri secara istimewa, dan mengabaikan hak-
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hak dari istri lainnya baik secara sengaja atau tidak. Inilah yang tidak 
dikehendaki oleh Allah SWT.20 
Berbeda memaknai adil dari pendapat di atas, Muhammad Husein 
al-Zahabi mendefisisikan adil sebagai adanya persamaan dalam 
memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas 
yang mampu dilakukan oleh manusia. Melengkapi pendapat Muhammad 
Husein al-Zahabi, Mustafa al-Siba’I mengatakan bahwa keadilan yang 
diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang 
berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman dan hal-
hal lain yang bersifat kenutuhan material istri.21 
Islam memang memperbolehkan poligami, karena melihat 
kemaslahatan dan hikmahnya. Hanya saja, poligami itu sendiri kadang 
tidak seperti apa yang seharusnya, sehingga dengan adanya poligami tidak 
timbul kemaslahatan ataupun hikmah tetapi lebih banyak 
kemadharatannya. Karena, manusia itu menurut fitrahnya mempunyai 
watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan 
lebih mudah muncul, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang 
mempraktekkan poligami. Dengan ini poligami bisa menjadi sumber 
konflik dalam kehidupan keluarga. Karena itu, hukum asal dalam 
perkawinan menurut Islam adalah monogami.22 
                                                             
20 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat, hlm. 111-112. 
21 Aris Baidhowi, “Hukum Poligami Dalam Perspektif Ulama Fiqh”, Muwazah: Jurnal 
Kajian Jender, Vol. 4, No. 1, Juli 2012, hlm. 58-69. 
22 Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh, hlm. 68. 
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Secara psikologis, semua istri akan merasa sakit hati melihat 
suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah penelitian 
mengungkapkan bahwa rata-rata istri begitu mengetahui suaminya 
menikah lagi secara spontan mengalami depresi, stres berkepanjangan, 
sedih, kecewa dan benci karena merasa telah dihianati. Para istri juga 
bingung akan ke mana ia harus mengadu. Selain itu, terdapat anggapan 
bahwa persoalan suami-istri merupakan persoalan yang sangat privat 
(pribadi) yang tidak patut diceritakan pada orang lain, termasuk pada orang 
tua. Akibatnya seringkali istri menutup-nutupi dan berperilaku seolah-olah 
tidak terjadi apa-apa. Mereka justru menyalahkan diri sendiri dan 
menganggap diri merekalah yang bersalah. Akhrinya, semua kesalahan 
dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun akan 
menimbulkan berbagai macam gangguan fisik dan emosional.23 
Kebolehan tersebut tentunya disertai dengan syarat-syarat dan 
ketentuan, sebagaimana al-Qur’an juga memberi ketentuan secara garis 
besar, yaitu: 
a. Poligami diperbolehkan dalam kondisi dan keadaan tertentu. 
b. Kebolehan poligami dibatasi dengan pembatasan yaitu tidak boleh 
lebih dari empat istri. 
c. Pemberian hak yang sama pada masing-masing istri (adil). 
d. Perizinan ini merupakan pengecualian dari cara yang bisaa.24 
                                                             
23 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat, hlm. 136-137. 
24 Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh, hlm. 78. 
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Adapun beberapa keadaan yang menjadikan alasan untuk 
diperbolehkanya suatu poligami di antaranya adalah: 
a. Apabila ada seorang laki-laki kuat syahwatnya, baginya seorang istri 
belum memadai, apakah ia dipaksa harus hanya beristri satu orang dan 
untuk mencukupkan kebutuhanya dibiarkan berhubungan dengan 
orang lain di luar perkawinan. Dalam hal ini agar hidupnya tetap 
bersih, kepadanya diberi kesempatan untuk berpoligami asal syarat 
akan dapat berlaku adil dapat terpenuhi. 
b. Apabila ada seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak 
(keturunan) padahal istrinya ternyata mandul apakah suami itu harus 
mengorbankan keinginannya untuk memenuhi tuntutan naluri hidup 
suami yang beristri mandul, ia dibenarkan kawin lagi dengan 
perempuan subur yang mampu berketurunan. 
c. Apabila istri yang menderita sakit sehingga tidak mampu melayani 
suaminya, apakah suaminya harus menahan saja tuntutan biologisnya 
untuk memungkinkan suami terpenuhi hasrat nalurinya dengan jalan 
halal kepadanya diberi kesempatan kawin lagi. 
d. Apabila suatu ketika terjadi dalam suatu masyarakat dalam jumlah 
perempuan lebih besar dari jumlah laki-laki dan laki-laki hanya boleh 
kawin dengan seorang istri saja. Bagaimana dengan nasib perempuan 
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yang tidak sempat memperoleh suami dalam waktu yang sama untuk 
dapat menjamin kehidupan yang lebih stabil.25 
Terdapat beberapa hikmah yang bisa diambil dalam berpoligami 
yaitu: 
a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri 
mandul. 
b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekaligus 
istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ia mendapat 
cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 
c. Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan 
krisis akhlak lainnya. 
d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di 
negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari 
kaum prianya.26 
Setiap aturan yang Allah SWT telah buat, pasti Allah pun juga 
memberi hikmah-hikmah di dalamnya. Hikmah-hikmah di atas akan 
muncul ketika seseorang melakukan poligami dalam keadaan yang sangat 
amat mendesak dan darurat, karena jika tidak berpoligami ditakutkan dan 
dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan. Namun sebaliknya, jika 
poligami dilakukan dengan tanpa alasan yang kuat, serta tidak benar-benar 
                                                             
25 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 
38. 
26 Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh, hlm. 78-79. 
35 
 
mendesak dan darurat, bukan hikmah yang mereka dapat, malah 
menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dan dosa. 
 
B. Konsep Keadilan dalam Islam 
Salah satu misi agama Islam adalah membebaskan manusia dari 
berbagai bentuk aniaya dan ketidakadilan. Allah SWT Maha Adil, sehingga 
tidaklah mungkin di dalam kitab suci-Nya mengandung konsep-konsep yang 
tidak mencerminkan keadilan. Hal ini, sebagaimana dalam firman-Nya, Allah 
telah memerintahkan hamba-Nya untuk selalu berlaku adil: 
ُمرُُكْم اَْن تُ َؤدُّوا اَّْلَٰمٰنِت ِاَٰل    اَْهَِٰهاِانا اللٰ َ ََئ
 ْلَعْدلِ ََتُْكُمْوا بِ ْْيَ النااِس اَْن َوِاَذاَحَكْمُتْم َٰ ۚ 
ا يَِعُظُكْم ِٰهۚ     ِانا اللٰ َ نِِعما
ًعا َِٰصْْيًاۚ  ي ْ  ۝27 ِانا اللٰ َ َكاَن َسَِ
Sesungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguh, 
Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguh, 
Allah adalah Maha Mendengar, Maha Melihat.28 
Ayat ini menerangkan, bahwa Allah SWT memerintah hambanya untuk 
selalu meyampaikan amanat dan berlaku adil dalam menetapkan hukum. 
Artinya, menegaskan bahwa setiap hukum atau syara’ yang telah Allah 
syari’atkan selalu menyertakan keadilan di dalamnya. Itulah sebab Allah 
memiliki sifat Maha Adil. 
                                                             
27 Q.S. An-Nisa (4): 58. 
28 Kementrian Agama RI, Al-Hasib Al-Qur’an, hlm. 87. 
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Keadilan berasal dari Bahasa Arab, yaitu kata ‘adl (َعْدل) yang artinya 
bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan ini meliputi, 
keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama 
makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau 
orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Yang menjadi 
hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya 
yang sama derajatnya di mata Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak manusia adalah 
hak-hak yang diperlukan manusia bagi keberlangsungan hidupnya di dalam 
bermasyarakat.29 
Keadilan atau al-‘adl (الَعْدل) dapat juga diartikan sebagai sikap objektif 
di dalam memandang dan menyikapi sesuatu atau proposional di dalam 
melakukan suatu amalan bahkan hingga kebaikan sekalipun. Keadilan juga 
dapat kita pahami sebagai al-hikmah, yaitu menempatkan sesuatu pada 
tempatnya dan tidak melampaui batas.30 
Keadilan dalam Islam itu cangkupannya sangat luas, yaitu meliputi 
seluruh sisi kehidupan. Manusia tidak hanya di tuntut adil dalam berineraksi 
sesama manusia, tetapi yang lebih penting adalah adil dalam berinteraksi 
dengan Khaliq-nya dan dirinya sendiri serta makhluk lain. Kegagalan akan 
                                                             
29 Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”, Tazkiya: Jurnal 
Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 1-21. 
30 Rahmat Abd. Rahman, “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an”, Nukhbatul ‘Ulum: 
Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 167-175. 
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berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya akan membuka jalan yang 
luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain.31 
Di dalam al-Qur’an Allah SWT telah menjelaskan mengenai prinsip-
prinsip keadilan dalam kehidupan secara komperhensif. Sebagaimana yang 
telah Allah firmankan dalam firman-Nya: 
رَِمناُكْم َشَنٰاُن قَ ْومع َعٰٰى َاَّل  يَْ  َوََّل ۚ   ِبْلِقْسطِ َٰيَي َُّها ال ِذْيَن ٰاَمُنوْا ُكْونُ ْوا قَ وااِمْْيَ للِٰ ِ ُشَهَدا َء 
َرُب لِٰت اْقٰوىُهَو ۚ   ِاْعِدُلْواۚ   تَ ْعِدُلْوا  ۝32  َخِيْْيٌ َمَا تَ ْعَمُْٰونَ ِانا اللٰ َ ۚ   َوات اُقْوا اللٰ َ ۚ   اَق ْ
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak 
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguh Allah Maha Teliti 
terhadap apa yang kamu kerjakan.33 
Ayat ini menerangkan bahwa, keadilan itu semestinya tidak akan 
terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat emosional. Seperti 
kecintaan kepada diri sendiri, keberpihakan kepada kerabat sendiri, kebencian 
terhadap suatu kaum atas kekayaan seseorang, kebencian seorang musuh dan 
kecintaan seorang kekasih. Maka perlu diketahui, bahwa konsep keadilan 
dalam Islam itu yang lebih mendekatkan dengan keridhaan Allah SWT dan 
mendorong kepada ketakwaan.34 
Ayat di atas juga menjelaskan beberapa prinsip keadilan dalam Islam, 
yaitu yang pertama adalah kesetaraan (al-Musawah). Semua manusia baik 
                                                             
31 Fauzi Almubarok, “Keadilan Dalam Perspektif Islam”, Istighna: Jurnal Pendidikan 
dan Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 2, Juli 2018, hlm. 115-143. 
32 Q.S. Al-Maidah (5): 8. 
33 Kementrian Agama RI, Al-Hasib Al-Qur’an, hlm. 108. 
34 Nurlaila Harun, “Makna Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-
Undangan”, www.media.neliti.com., diakses 19 Januari 2021, pukul 20.35 WIB. 
38 
 
laki-laki maupun perempuan sama di hadapan Allah SWT, yang membedakan 
Antara mereka hanyalah sifat ketakwaan. Kaum laki-laki dan perempuan 
bahkan orang beriman dan orang kafir sekalipun tidak ada perbedaan dalam 
persoalan keadilan, yaitu semuanya sama. Oleh karena itu, berbuat adil adalah 
sebuah kewajiban bagi setiap muslim kepada seluruh manusia tanpa melihat 
perbedaan yang ada. Namun, bentuk-bentuk keadilan yang dimaksudkan pada 
ayat di atas adalah tetap berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh 
Allah SWT di dalam syari’at-Nya agar tidak menumbulkan perselisihan antar 
sesame umat manusia tentang standar keadilan itu. 
Kedua, yaitu kejujuran (al-Shidiq). Kejujuran adalah kesesuaian antara 
sikap dan keyakinan. Keadilan pada ayat di atas bertumpu pada sifat kejujuran 
dari diri masing-masing muslim, sehingga dapat ditegakkan secara sempurna 
serta memberikan hasil dan tujuan yaitu keamanan dan keseimbangan dalam 
kehidupan. 
Ketiga, yaitu Kemurnian (al-Ikhlas). Kemurnian niat dan tujuan juga 
merupakan salah satu prinsip dalam menerapkan keadilan di dalam Islam. Di 
dalam al-Qur’an pun Allah SWT memerintahkan agar selalu menisbatkan 
kepada Allah SWT dari setiap persaksian yang adil. Sebagaimana firman-Nya: 
 ۝35 ُشَهَدا َء للِٰ ِ ِبْلِقْسِط  َٰيَي َُّها ال ِذْيَن ٰاَمُنوْا ُكْونُ ْوا قَ وااِمْْيَ 
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah.36 
                                                             
35 Q.S. An-Nisa (4): 135. 
36 Kementrian Agama RI, Al-Hasib Al-Qur’an, hlm. 100. 
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Keadilan yang ditegakkan dengan niat yang ikhlas karena Allah akan 
memberikan jaminan perasaan tentram bagi segala pihak.37 
Adapun asa-asas menegakkan keadilan dalam Islam adalah sebagai 
berikut: 
1. Kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan 
kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi 
ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara 
keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari segala bentuk bentuk 
perbudakan dan ketidakadilan. 
2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada 
kemuliaan seseorang dipandang dari kebangsawanannya dibanding orang 
biasa. Islam datang dengan  maksud untuk menyatukan kesatuan jenis 
yang sama, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya 
di hadapan undang-undang maupun di hadapan Allah SWT.38 
 
C. Prosedur Poligami di Pengadilan 
1. Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 
Di Indonesia poligami merupakan salah satu problem dalam 
sebuah perkawinan. Diamana dasarnya perkawinan di Indonesia telah 
                                                             
37 Rahmat Abd. Rahman, “Konsep Keadilan, hlm. 167-175. 
38 Fauzi Almubarok, “Keadilan Dalam, hlm. 115-143. 
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diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: 
Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. 
Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. 
 
Jika melihat aturan di atas, dapat diartikan bahwa perkawinan di 
Indonesia sebenarnya menganut asas monogami. Tetapi, tidak sedikit dari 
masyarakat yang melakukan praktek poligami atau beristri lebih dari satu 
dalam waktu bersamaan. Dan poligami atau beristri lebih dari satu 
merupakan sebuah pengingkaran terhadap asas perkawinan itu sendiri. 
Poligami sebenarnya diperbolehkan tetapi bersyarat, dan telah diatur 
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 
ayat (2) yang berbunyi: 
Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk 
beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak 
yang bersangkutan. 
 
Artinya, hukum perkawinan di Indonesia sebenarnya ingin 
menganut asas monogami tetapi tidak mutlak. 
Kata “pihak-pihak yang bersangkutan”, ialah istri atau istri-istri 
dan Pengadilan yang akan memberikan izin kepada suami yang ingin 
berpolgami atau beristri lebih dari seorang. Seorang suami yang ingin 
mengajukan permohonan izin poligami harus mengajukan permohonan 
kepada Pengadilan Agama setempat. Sebagaimana yang telah diatur dalam 
Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: 
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Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang 
maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
Pengadilan. 
 
Pengadilan yang nantinya akan memeriksa dan mengadili apakah 
suami telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk poligami atau beristri 
lebih dari satu atau tidak. Dengan adanya syarat dan ketentuan yang telah 
diatur dalam perundang-undangan, tentu dapat mempersulit dan 
mempersempit jalan seorang suami yang berkeinginan untuk melakukan 
poligami. 
Menandakan bahwa sebuah perkawinan akan lebih baik jika 
menganut asas monogami. Karena demi terbentuknya keluarga yang 
selaras, sejalan dan sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu 
sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang 
berbunyi: 
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 
yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 
 
2. Syarat dan Ketentuan Poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 
Undang-Undang tentang perkawinan telah mengalami perubahan, 
tidak lagi menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, namun menggunakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 
Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undnag No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan. Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merubah 
tentang batas minimal usia untuk bisa melangsungkan pernikahan, yaitu 
pada Pasal 7 yang berisi: 
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1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria 
dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi 
kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai 
bukti-bukti pendukung yang cukup. 
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon 
mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. 
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua 
orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai 
permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (6). 
 
Artinya, aturan tentang poligami tidak mengalami sedikitpun 
perubahan atau bisa disebut masih menggunakan undang-undang 
perkawinan yang lama, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bukan menggunakan Undang-
Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. 
Pada Kompilasi Hukum Islam telah diatur mengenai syarat utama 
dan ketentuan berpoligami, yaitu sebagaimana yang temuat pada Pasal 55 
yang berisi: 
1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya 
sampai empat istri. 
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu 
berlaku adil terhadap istri‐istri dan anak‐anaknya. 
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin 
dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang. 
 
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
juga diatur mengenai syarat dan ketentuan bagi seorang suami yang 
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hendak beristri lebih dari satu atau poligami, yaitu sebagaimana termuat 
dalam Pasal 4 yang berisi: 
1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang 
ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya 
memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri 
lebih dari seorang apabila: 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan. 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Pasal 4 di atas merupakan syarat alternatif yang artinya ketika 
seorang suami hendak mengajukan permohonan izin poligami ia harus 
memenuhi salah satu syarat yang ada pada ayat (2) baru ia bisa 
mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama setempat. 
Adapun pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebut sebagai 
syarat kumulatif yang artinya seluruh persyaratan tersebut harus terpenuhi 
oleh suami yang akan mengajukan permohonan poligami. Pasal tersebut 
berisi: 
1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang 
ini, harus dipenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 
keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak 
mereka. 
c. Adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap 
istri-istri dan anak-anak mereka. 
2. Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tidak 
diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak 
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi 
pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari 
istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena 
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sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari 
Hakim Pengadilan. 
 
Dengan adanya syarat dan ketentuan mengenai aturan poligami 
yang telah diuraikan di atas, maka bisa dikatakan bahwa syarat tersebut 
telah mempersulit dan mempersempit seorang suami yang hendak beristri 
lebih dari satu atau poligami. 
3. Prosedur Poligami dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam 
Sebagaimana termuat dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 
Tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk 
beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara 
tertulis kepada pengadilan. Prosedur pengajuan permohonan poligami ini 
telah diatur dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. 
Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang 
berbunyi: 
1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus 
mendapat izin dari Pengadilan Agama. 
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. 
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau 
keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai 
kekuatan hukum. 
Pasal 57 berbunyi: 
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami 
yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan. 




Setelah seorang suami telah mengajukan permohonan izin 
poligami kepada Pengadilan Agama dan pihak Pengadilan telah 
menerimanya, selanjutnya Pengadilan Agama memeriksa berkas tersebut 
sesuai atau tidak dengan persyaratan poligami. Dalam berkas tersebut juga 
harus memuat persyaratan poligami yang ada pada Pasal 41 Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berisi: 
Pengadilan kemudian memeriksa mengenai: 
a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami 
kawin lagi, ialah: 
i. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibanya 
sebagai istri. 
ii. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang 
tidak dapat disembuhkan. 
iii. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan 
maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan 
persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan 
sidang Pengadilan. 
c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjami 
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan 
memperlihatkan: 
i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di 
tanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau 
ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau 
iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh 
Pengadilan. 
d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 
terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan 
atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan 
untuk itu. 
 
Disebutkan juga dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang 
berbunyi: 
1. Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka 
untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula 
dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: 
a. Adanya persetujuan istri. 
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b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau 
istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, 
tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini 
dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang 
Pengadilan Agama. 
3. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak 
diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istri tidak 
mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak 
dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau 
istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau sebab lain yang 
perlu mendapat penilaian hakim. 
Adapun jika istri tidak memberikan izin suami berpoligami, 
sedangkan suami telah memenuhi syarat utama untuk beristri lagi, maka 
ketentuan seperti ini sudah diatur dalam Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, 
yang berbunyi: 
Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan 
permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan 
atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, 
Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin 
setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di 
persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri 
atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. 
Dalam hukum acara perdata terdapat beberapa asas hakim, salah 
satunya adalah asas hakim bersifat menunggu, yang artinya bahwa yang 
mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan 
hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan 
kepadanya. Dalam hal ini, hakim sama sekali tidak boleh menolak perkara 
yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan ke pengadilan dengan 
alasan yang hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Karena ketika hakim 
tidak dapat menemukan hukum yang tertulis, maka ia wajib menggali, 
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mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
masyarakat. Sebagaimana termuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-
Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 
berbunyi: 
Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Jika dalam undang-undang tidak ditemukan hukumnya, maka 
hukum adat/kebisaaan bisa dijadikan acuan dalam menyelesaikan sebuah 
perkara yang diajukan ke pengadilan.39 Dalam hal ini hakim yang 
menangani persoalan poligami, walaupun alasan yang digunakan oleh 
pihak pemohon tidak ada dalam undang-undang, hakim harus tetap 
menyelesaikan perkara tersebut karena hakim dianggap tahu hukum. Dan 
terdapat pula larangan untuk menolak memeriksa perkara karena hakim 
tidak tahu akan hukumnya (ius curid novit). 
 
D. Sadd Adz-Dzari’ah 
1. Pengertian Sadd Adz-Dzari’ah 
Secara etimologi, dzari’ah berarti jalan yang menuju pada sesuatu. 
Namun, ada juga yang mengkhususkan pengertian dzari’ah dengan 
sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung 
kemudharatan. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, 
                                                             
39 Rosdalina dan Edi Gunawan, “Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di 
Pengadilan Agama”, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 7, No. 2, Oktober 
2017, hlm. 343-365. 
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bahwa pembatasan pengertian dzari’ah kepada sesuatu yang dilarang saja 
tidak tepat, karena ada juga dzari’ah yang bertujuan kepada yang 
dianjurkan. Oleh karena itu, menurutnya pengertian dzari’ah lebih baik 
dikemukakan kepada yang bersifat umum. Sehingga dzari’ah 
mengandung dua makna pengertian, pertama yaitu makna yang dilarang 
atau disebut dengan sadd adz-dzari’ah. Kedua, yaitu makna yang 
dianjurkan atau dituntut untuk dilaksanakan, disebut fath adz-dzari’ah.40 
Sadd adz-dzari’ah terdiri dari dua kata, yaitu sadd dan adz-
dzari’ah. Sadd bermakna penghalang atau sumbatan. Sedangkan adz-
dzari’ah bermakna alasan, permohonan, berpura-pura, mengantarkan, 
sarana, wasilah. Sehingga sadd adz-dzari’ah berarti menghambat atau 
menyumbat atau menghalangi semua jalan yang menuju kerusakan atau 
maksiat. Sementara secara istilah, sadd adz-dzari’ah adalah menutup 
semua hal yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, melarang suatu 
perbuatan yang pada dasar hukumnya mubah karena dapat berakibat 
kepada jalan kemaksiatan atau perbuatan yang dapat melanggar syari’at.41 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa makna dzari’ah ialah 
perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan seseorang kepada yang haram 
atau menyampaikan seseorang kepada terlaksananya yang wajib. 
Sedangkan tujuan dari pengambilan keputusan hukum dengan metode 
sadd adz-dzari’ah adalah untuk memudahkan terciptanya kemaslahatan 
                                                             
40 Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al-Dzari’at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih 
Kontemporer”, Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 17, No. 1, Juni 2018, hlm. 63-84. 
41 Agus Miswanto, Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2 (Yogykarta: 
Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 185-186. 
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atau terhindarnya seseorang dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan 
kerusakan dan maksiat. 
Contohnya, poligami sendiri hukum asalnya adalah mubah atau 
boleh dengan persyaratan yang ketat dan berat. Tetapi seringkali poligami 
disalahgunakan oleh beberapa kelompok sehingga menimbulkan 
perbuatan aniaya dan ketidakadilan. Dalam keadaan seperti ini, poligami 
bisa saja dihukumi tidak boleh atau haram. Seorang suami yang ingin 
beristri lebih dari seorang atau poligami, terlebih dahulu ia wajib 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan, yang nantinya 
hakimlah yang mengeluarkan ketetapan boleh atau tidaknya seorang suami 
berpoligami dengan landasan-landasan yang kuat dan mendesak. 
Berdasarkan hal ini, dalam keadaan seperti yang disebutkan di atas, maka 
bisa ditetapkan bahwa haram hukum pemberian izin poligami oleh hakim 
pengadilan kepada seorang suami sebagaimana halnya hukum poligami itu 
sendiri. 
2. Rukun Dzari’ah 
Menurut Muhammad Hasyim Al-Burhani ada 3 (tiga) rukun 
dzari’ah, yaitu “perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya, kuatnya 
tuduhan dalam perkara yang disinggung kepada hal yang dilarang”: 
1. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya, atau bisa juga 
dinamakan dengan washilah (sarana). Dalam hal ini dibagi menjadi 
tiga keadaan, yaitu: 
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a. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang 
lain, yang berarti hanya sebagai perantara untuk hal yang dituju 
 .seperti bai’ul ajal ,(ٔان ه قد يكون مقصوًدا لغْيه)
b. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu 
sendiri, yaitu ketika pelaku (mempunyai maksud) kepada hal 
tersebut melalui sebuah perbuatan (ٔان ه قد يكون مقصوًدا لذاته), seperti 
mencaci dan mencela sembahan orang lain yang mengakibatkan 
mereka mencela Allah. 
c. Perbuatan itu menjadi asas pertama yang menjadikannya sebagai 
perantara atau sarana (ُيعة  seperti ,(ٔان ه أَّلساس أَّلو ل ال ذي تقوم عٰيه الذ 
larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang 
ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi. 
2. Kuatnya tuduhan kepada sarana tersebut, hal ini yang dikenal dengan 
istilah al-ifdha. Inilah yang menjadi penghubung antara sarana kepada 
perbuatan yang dituju, yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat 
bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadat. 
3. Perkara yang dituju (al-mutawashil ilaih). Hal inilah yang disebutkan 
dalam pengertian di atas sebagai “perbuatan yang dilarang” (al-
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mamnu). Artinya, jika perbuatan tersebut dilarang, maka wasilah atau 
dzari’ah tersebut hukumnya dilarang.42 
4. Dalil Kehujjahan Sadd Adz-Dzari’ah 
Sebagaimana halnya dengan metode istinbath hukum yang lain, 
dalam hal ini sadd adz-dzari’ah adalah metode istinbath al-hukm yang 
diperselisihkan oleh ulama sebagai hujjah syar’iyyah. Ada ulama yang 
menerima sepenuhnya sebagai hujjah syar’iyyah, ada ulama yang tidak 
menerima sepenuhnya sebagai hujjah syar’iyyah dan ada pula ulama yang 
menolak sepenuhnya. 
Ditempatkannya sadd adz-dzariah sebagai salah satu dalil untuk 
menetapkan suatu hukum meskipun diperselisihkan dalam 
penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara’ tidak 
menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena 
perbuatan itu merupakan sebuah wasilah dari suatu perbuatan yang 
dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa 
hukum wasilah adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara’ 
terhadap perbuatan pokok tersebut.43 
Para ulama yang menyetujui atau mendukung sadd adz-dzari’ah 
sebagai hujjah syar’iyyah mempunyai argument yang mereka dasari 
dengan ayat-ayat al-Qur’an, al-Hadits, kaidah fikih dan logika. 
 
                                                             
42 Muhammad Hisyam Al Burhani, Sadd Al-Dzari’ah fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah 
(Damaskus: Darul Fikr, 1985), hlm. 102-122. 




َ َعُدوًّا   44ۚ   َغْْيِِعْٰمع ِٰ َوََّلَتُسيُّوْا ال ِذْيَن يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اللٰ ِ فَ َيُسيُّوْا اللٰ 
Dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah 
selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan 
melampaui batas tanpa dasar pengetahuan ….45 
 
Dalam ayat ini menerangkan bahwa, Allah melarang umat 
muslim mencaci berhala orang-orang kafir walaupun berhala tersebut 
pantas untuk dicela dan dicacimaki, namun alasan pelarangan mencela 
ini agar mereka (orang-orang kafir) tidak mencela Allah.46 
Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah 
dalam kitabnya Al-Jami’ Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 
‘Ala Al-Madzhab Al-Rajih, bahwa Allah melarang orang-oang 
beriman untuk mencela dan mencaci berhala orang-orang musyrik 
karena akan menjadi penyebab yang mengantarkan orang-orang 
musyrik mencaci Allah SWT. Karena kemaslahatan ketika 
meninggalkan cacimaki kepada berhala lebih utama daripada 
kemaslahatan ketika kita mencela berhala mereka. Maka dari itu, kita 
diperintahkan untuk meninggalkan cacimaki terhadap berhala-berhala 
mereka.47 
َي َُّهاال ِذْيَن ٰامَ  َُاِعَناَوقُ ْوُلوااْنظُْرََن َوَْسَُعوْاوَ َي   ۝48ْٰٰكِفرِْيَن َعَذاٌب اَلِْيمٌ لِ ُنوْاََّلتَ ُقْوُلوْا
                                                             
44 Q.S. Al-An’am (6): 108. 
45 Kementrian Agama RI, Al-Hasib Al-Qur’an, hlm. 141. 
46 ‘Iyyadl bin Nami Al-Silmi, Ushul Fiqh Alladzi La Yasa’u Al-Faqih Jahlahu (Riyad-
Saudi: Darul Tadmuriyyah, 2005), hlm. 212. 
47 Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, Al-Jami’ Lil Masail Ushul Al-Fiqh 
Wa Tatbiqatuha ‘Ala Al-Madzhab Al-Rajih (Riyad-Saudi: Maktabah Al-Rusd, 2000), hlm. 391. 
48 QS. Al-Baqarah (1): 104. 
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu berkata, 
ra’ina, tetapi katakanlah unzurna dan dengarkanlah. Dan 
orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih.49 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang orang 
mukmin berkata kepada rasulullah ra’ina, sebagai bentuk pelarangan 
penyerupaan terhadap kaum Yahudi yang berkata kepada rasulullah 
ra’ina yang berarti dungu dan bodoh.50 
  اُُيِْفْْيَ ِمْن زِيْ َنِتِهنا بَُُِْجِِٰهنا لِيُ ْعََٰم مَ َوََّلَتْضرَِْٰن 
ًعا اَيُّ ۚ  ي ْ  هَ َوتُ ْوُٰواِْاََل اللٰ ِ َجَِ
 ۝51 نُ ْوَن َلَعٰ ُكْم تُ ْفُِٰحْونَ اْلُمْؤمِ 
… Dan janganlah mereka menghentakkan kakinyua agar 
diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan 
bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang 
yang beriman, agar kamu beruntung.52 
 
Wanita memukulkan kaki di tanah hukum asalnya itu boleh, 
tetapi jika hal ini menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat 
diketahui orang, terlebih jika dilakukan di hadapan laki-laki yang 
bukan mahrom, sehingga akan menimbukkan rangsangan bagi yang 
melihat dan mendengar serta bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan 
wanita tersebut, maka perbuatan itu pun dilarang oleh Allah SWT. 
Contoh di atas memperlihatkan bahwa, adanya larangan bagi 
perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun 
pada dasarnya perbuatan itu hukum asalnya adalah boleh. Hal ini 
menegaskan, bahwa dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah 
                                                             
49 Kementrian Agama RI, Al-Hasib Al-Qur’an, hlm. 16. 
50 ‘Iyyadl bin Nami Al-Silmi, Ushul Fiqh, hlm. 212-213. 
51 Q.S. An-Nur (24): 31. 
52 Kementrian Agama RI, Al-Hasib Al-Qur’an, hlm. 353. 
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bahwa setiap perbuatan itu mengandung dua sisi, pertama 
mengandung mendorong untuk berbuat, kedua sasaran atau tujuan 
yang menjadi akibat dari perbuatan itu, baik perbuatan itu baik 
ataupun buruk.53 
Maksudnya, jika akibat dari perbuatan itu baik, maka segala 
sesuatu yang mengarah kepadanya juga dihukumi baik. Namun 
sebaliknya, jika akibat dari perbuatan itu buruk, maka segala sesuatu 
yang mendorong kepadanya juga dihukumi buruk. 
b. Al-Hadits 
ََياْلُعمااِل اللٰ  َصٰ ى اللٰ  َعَْٰيِه َوَسٰ َم قَاَل: َهدَ  َُُسْول اَنا  ي  دالسااعِ َعْن َاِب ُُحَْيدع 
ْيه(  ُُْٰوٌل. )اخرجه اُحد ْو
Dari Abu Humaid As-Sa’idiy bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: Hadiah-hadiah untuk seorang pekerja adalah 
penghianatan. (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lainnya) 
 
Hadits di atas menerangkan bahwa, syara’ melarang seorang 
hakim untuk mengambil sebuah hadiah agar tidak menjadikan hal 
tersebut sebagai perantara untuk mengambil sogokan.54 
ُ َعَْٰيِه َوَسٰ َم قَاَل: ِمنَ اَنا َُُسْوَل اللٰ ِ َصل   َعْن َعْيِداللٰ ِ ِْٰن ُعَمرَ   اْلَكَيأِِِٔر َشْتُم اللٰ 
َعْم، َيُس ُُّّ الراُجِل َواِلَدْيِه. َقاُلوْا ََيَُُسوَل اللٰ ِ َوَهْل َيْشُتُم الراُجُل َواِلَدْيِه، َقاَل: نَ 
 اََبالراُجِل فَ َيُس ُُّّ اََبُه َوَيُس ُُّّ اُماُه فَ َيُس ُُّّ اُماُه. )مت فٌق عٰيه(
Dari Abdullah bin Umar sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda: Termasuk dosa besar adalah seseorang mencela 
(menghina) kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya: 
“wahai rasulullah apakah mungkin seseorang itu mecela kedua 
orang tuanya? Rasulullah Menjawab: ya, tentu, yaitu ketika dia 
mencaci (menghina) bapak seseorang, maka orang tersebut 
juga ganti mencaci bapaknya. Ketika ia mencaci ibu sesorang, 
                                                             
53 Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al-Dzari’at, hlm. 63-84. 
54 ‘Iyyadl bin Nami Al-Silmi, Ushul Fiqh, hlm. 213. 
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maka orang tersebut ganti mencaci ibunya. (Muttafaqun 
‘alaih). 
 
Hadits di atas menerangkan, bahwa seseorang dilarang 
mencaci orang tua orang lain, hal ini merupakan sebuah upaya untuk 
membentengi diri dari sebab orang lain menghina dan mencaci orang 
tuanya.55 
c. Kaidah Fikih 
ُُْء اْلَمَفاِسِد َاْوََل ِمْن َجْٰ ُِّ   اْلَمَصاِلحِ َد
Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada 
meraih kebaikan.56 
 
َٰةُ ََلَا َاْحَكاُم اْلَمَقاِصدِ   الَوِسي ْ
Hukum Wasilah Tergantung Pada hukum tujuan-tujuannya.57 
 
ََْٰ َُّ اْْلَرَا ََ اْلَََْلُل َواْْلَرَاُم   مِاَذااْجَتَم
Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, 
dimenangkan yang haram.58 
 
d. Logika 
Secara logika, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka 
ia juga melarang segala hal yang akan mengantarkan kepada 
perbuatan tersebut. Begitupun jika seseorang memperbolehkan suatu 
perbuatan, maka ia juga memperbolehkan segala hal yang akan 
mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan 
                                                             
55 Agus Miswanto, Ushul Fiqih, hlm. 192. 
56 Musalim bin Muhammad bin Majid Al-Dausy, Al-Mumti’ Fi Al-Qowa’id Al-Fiqhiyyah 
(Riyad-Saudi: Darul Zidni, 2008), hlm. 253. 
57 Agus Miswanto, Ushul Fiqih, hlm. 197. 
58 Agus Miswanto, Ushul Fiqih, hlm. 198. 
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ungkapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I’lam al-Muqi’in: 
“ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan 
mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan 
kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan 
tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara 
tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah 
ditetapkan”.59 
5. Macam-Macam Sadd Adz-Dzari’ah 
Menurut ‘Iyyadl bin Nami Al-Silmi, sadd adz-dzar’iah adalah 
menutup sarana-sarana yang menuju kepada kemafsadatan. Perkataan 
dan perbuatan yang menyebabkan pada kemafsadatan dibagi dalam 
empat macam: 
1) Perbuatan yang digunakan sebagai sarana yang mengarah kepada 
kemafasadatan yang pasti. Misalnya, meminum alkohol yang 
mendukung pada keadaan yang merusak karena memabukkan. 
2) Perbuatan yang digunakan sebagai sarana yang mengarah kepada 
hal yang diperbolehkan tetapi dimaksudkan untuk kemafsadatan. 
Misal, akad nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan 
seorang istri untuk suaminya yang pertama (agar bisa dinikahi 
kembali) yang telah menceraikannya dengan talak tiga. 
3) Perbuatan yang digunakan sebagai sarana kepada hal yang 
diperbolehkan, dan tidak dimaksudkan untuk sebuah mafsadah, 
tetapi seringkali mengarah kepada hal tersebut (mafsadah lebih 
besar dari maslahahnya). Misal, mencaci berhala orang-orang 
kafir yang mengarah kepada cacimaki terhadap Allah SWT. 
                                                             
59 Muhamad Takhim, “Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam”, Akses: Jurnal 
Ekonomi Islam dan Bisnis, Vol. 14, No. 1, 2019, hlm. 19-25. 
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4) Perbuatan yang dilakukan sebagai sarana kepada hal yang 
diperbolehkan, namun terkadang mengarah kepada 
kemudharatan (maslahah lebih besar dari mafsadah). Misalnya, 
melihat calon mempelai saat di khitbah.60 
6. Pandangan Ulama Terhadap Sadd Adz-Dzari’ah 
Secara umum pendapat ulama mengenai sadd adz-dzari’ah bisa 
diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu yang pertama adalah yang 
menerima sepenuhnya, yang kedua adalah yang tidak menerima 
sepenuhnya dan yang ketiga adalah yang menolak sepenuhnya. 
Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode 
pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam penetapan 
hukum adalah madzhab Maliki dan madzhab Hambali. Alasan yang 
mereka kemukakan adalah berdasar firman Allah yang berbunyi: 
َ َعُدوًّا َِٰغْْيِِعْٰمع   61ۚ   َوََّلَتُسيُّوْا ال ِذْيَن يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اللٰ ِ فَ َيُسيُّوْا اللٰ 
Dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah 
selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan 
melampaui batas tanpa dasar pengetahuan ….62 
 
Para ulama di kalangan madzhab Maliki mengembangkan metode 
ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka, sehingga 
dapat diterapkan secara luas. Misalnya, ulama dari kalangan madzhab 
Maliki yaitu Imam al-Qarafi mengembangkan metode ini dalam bukunya 
Anwar Al-Buruq Fi Anwa’ Al-Furuq. Imam Al-Syathibi yang menguraikan 
tentang metode ini dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Contoh yang dipakai 
                                                             
60 ‘Iyyadl bin Nami Al-Silmi, Ushul Fiqh, hlm. 213. 
61 Q.S. Al-An’am (6): 108. 
62 Kementrian Agama RI, Al-Hasib Al-Qur’an, hlm. 141. 
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ulama Malikiyyah dalam aplikasi sadd adz-dzari’ah adalah pada perkara 
bai’ul al-ajal dan pada jual beli makanan yang tidak ada wujudnya. 
Begitupun ulama madzhab Hambali juga mengembangkan sadd 
adz-dzari’ah dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih. Misalnya, 
Ibnu Qayim Al-Jauziyah dalam kitabnya I’lam AL-Muqi’in Li Ibnu Qayim 
dan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu’ Fatawa Li Ibnu Taimiyah. 
Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai 
metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) adalah 
madzhab Hanafi dan Syafi’i. Kelompok ini menolak sadd adz-dzari’ah 
sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, tetapi menggunakannya pada 
kasus-kasus yang lain. Contohnya, Imam Syafi’i sendiri menggunakan 
sadd adz-dzari’ah dalam kitabnya Al-Umm dan menolaknya pada 
pembahasan yang lain dalam kitab yang sama. Maka, dapat disimpulkan 
bahwa Imam Syafi’i sangat berhati-hati dalam memakai sadd adz-
dzari’ah, ia menggunakannya apabila kemafsadatan yang akan muncul 
benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan 
kemafsadatannya besar.63 
Kelompok ketiga, yaitu ulama Dzahiriyah, mereka tidak mengakui 
kehujjahan sadd adz-dzari’ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan 
hukumnya syara’. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya 
                                                             
63 Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al-Dzari’at, hlm. 63-84. 
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menggunakan nash secara tekstual saja dan tidak menerima campur tangan 
logika dalam masalah hukum.64 
Contohnya Ibnu Hazm, ia bahkan menulis satu pembahasan khusus 
untuk menolak metode sadd adz-dzari’ah dalam kitabnya Al-Ihkam Fi 
Ushul Al-Ahkam. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya 
terhadap sadd adz-dzari’ah, penolakan tersebut dikarenakan beberapa 
alasan: 
1) Hadits yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan sadd 
dzari’ah itu dilemahkan dari segi sanad dan maksud artinya. Hadits 
itu diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda perawinya. 
Maksud hadits tersebut ialah yang menggembala di dalam padang 
yang terlarang, sedangkan yang menggembala disekitarnya tidak 
dilarang. Antara menggembala di dalam dan disekitar padang itu 
hukumnya tidak sama. Karena itu, hukumnya kembali kepada hukum 
asalnya, yaitu mubah (boleh). 
2) Dasar pemikiran sadd adz-dzari’ah itu adalah ijtihad dengan 
berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama 
Dzhiriyyah menolak secara mutlak ijtihad dengan ra’yu seperti itu. 
3) Hukum syara’ hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah 
dalam al-Qur’an atau dalam sunnah dan ijma’ ulama. Adapun yang 
ditetapkan diluar ketiga sumber tersebut bukanlah hukum syara’. 
                                                             
64 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS (Bandung: CV Pustaka 
Setia, 2007), hlm. 139. 
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Dalam hubungannya dengan sadd adz-dzari’ah dalam bentuk kehati-
hatian yang ditetapkan hukumnya dengan nash atau ijma’, hanyalah 
hukum pokok atau maqashid, sedangkan hukum pada wasilah atau 
dzari’ah tidak pernah ditetapkan oleh nash atau ijma’. Oleh karena 
itu, cara seperti ini ditolak.65 
 
                                                             






A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian 
pustaka (Library research) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara 
mengadakan studi terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok 
permasalahan yang dibahas secara deskriptif.1 Untuk itu peneliti akan mencari 
buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan kasus yang peneliti 
teliti. 
Dalam pembahasan ini penulis akan melakukan studi terhadap putusan 
Pengadilan Agama Wonosobo nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb tentang 
poligami dengan alasan untuk menghindari fitnah dalam perspektif Sadd Adz-
Dzari’ah. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan dasar 
pada aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini ada Undang-
Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 
Islam. 
                                                             




2. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan dasar al-Qur’an, 
al-Hadits, Kaidah Fikih serta pendapat ulama yang berkaitan dengan 
masalah poligami dan Sadd Adz-Dzari’ah. 
 
C. Sumber Data 
1. Sumber Primer 
Sumber primer adalah sumber asli baik berbentuk dokumen 
maupun peninggalan lainnya.2 Sumber data primer dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Sumber data 
primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Wonosobo 
perkara nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb, Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
2. Sumber Sekunder 
Sumber data sekunder adalah hasil penggunaan sumber-sumber 
lain yang tidak langsung dan sebagai yang murni ditinjau dari kebutuhan 
peneliti.3 Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku 
poligami dan sadd adz-dzari’ah, jurnal pendukung penelitian, artikel dan 
undang-undang yang terkait poligami dan sadd adz-dzari’ah. Adapun 
beberapa buku, yaitu buku karya Siti Musdah Mulia yang berjudul Islam 
Menggugat Poligami, karya Kutbuddin Aibak yang berjudul Kajian Fiqh 
Kontemporer, karya Agus Miswanto yang berjudul Ushul Fiqh: Metode 
                                                             
2 Winarno Surakhmad, Pengantar Ilmiah: Dasar, Metoda dan Teknik (Bandung: Tarsito, 
1994), hlm. 134. 
3 Winarno Surakhmad, Pengantar Ilmiah, hlm. 134. 
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Ijtihad Hukum Islam Jilid 2, dan karya ‘Iyyadl bin Nami Al-Silmi yang 
berjudul Ushul Fiqh Alladzi La Yasa’u Al-Faqih Jahlahu. 
Kemudian juga ada beberapa jurnal, yaitu jurnal karya Siti Hikmah 
yang berjudul “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap 
Perempuan” dalam jurnal Sawwa: Jurnal Studi Gender, karya Hifdhotul 
Munawaroh yang berjudul “Sadd Al-Dzari’at dan Aplikasinya Pada 
Permasalahan Fiqih Kontemporer” dalam jurnal Ijtihad: Jurnal Hukum 
dan Ekonomi Islam, karya Rosdalina dan Edi Gunawan yang berjudul 
“Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan 
Agama” dalam jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 
karya Rahmat Abd. Rahman yang berjudul “Konsep Keadilan Dalam Al-
Qur’an” dalam jurnal Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam. 
 
D. Proses Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 
Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan 
mendapatkan data yang akan memenuhi standar data yang ditetapkan. 
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, 
dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan 
pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik 
pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam, dan 
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dokumentasi.4 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi 
dan wawancara. 
Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 
kualitatif dengan melihat atau menganalisi dokumen-dokumen yang dibuat 
oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi 
merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk 
mendapatkan gambaran atau sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis 
dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang 
bersangkutan.5 Untuk memperoleh data yang benar-benar valid penulis 
menggunakan metode dokumentasi yang diambil langsung dari objek 
pengamatan, yaitu berkas-berkas berupa Putusan Pengadilan Agama 
Wonosobo Nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb. 
Sedangkan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan 
terwawancara.6 Adapun disini pihak yang akan diwawanarai adalah warga desa 
Butuh, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. 
 
E. Analisis Data 
Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
                                                             
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 224-225. 
5 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: 
Salemba Humanika, 2014), hlm. 143. 
6 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
Offset, 2016), hlm. 186. 
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tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.7 
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan perspektif Yuridis dan Sadd 
Adz-Dzari’ah. Metode ini bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum dalam 
penjatuhan putusan Pengadilan Agama Wonosobo. Dan penulis juga 
menggunakan teknik deskriptif analisis. Deskriptif analisis, yaitu suatu metode 
yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan 
mengunakan pola pikir deduktif. Peneliti akan memaparkan data-data atau 
hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Adapun 
langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Reduksi Data 
Dalam penelitian reduksi data berarti merangkum, memilih, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang hal yang tidak 
perlu. Reduksi data dapat membantu memperjelas gambaran data yang 
akan diteliti dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data 
selanjutnya.8 Dalam hal ini, peneliti hanya mengambil data yang berkaitan 
dan diperlukan dalam penelitian. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data atau data display merupakan data yang siap 
disajikan setelah mengalami proses reduksi, karena dalam proses reduksi 
sebuah data belum terlalu terstruktur, maka dalam proses penyajian sebuah 
data akan dapat dibaca dengan mudah karena bentuknya sudah terstruktur 
                                                             
7 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian, hlm. 280. 
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 135. 
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dan sistematis. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 
dan sejenisnya. Namun, yang paling sering digunakan dalam penyajian 
data kualitatif adalah bentuk teks narasi.9 Pada langkah ini, data-data yang 
sudah terkumpul dan ditetapkan, kemudian disusun secara teratur dan 
terperinci agar mudah dipahami, kemudian data tersebut dianalisis 
sehingga dapat diperoleh deskripsi tentang Poligami Dengan Alasan 
Untuk Menghindari Fitnah Perspektif Sadd Adz-dzari’ah (Studi Putusan 
Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb). 
3. Penarikan Kesimpulan 
Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan 
kesimpulan. Pada penelitian kualitatif proses penarikan kesimpulan 
diharapkan memberikan temuan baru yang belum pernah ada. Pada proses 
penyajian data diusahakan mempunyai bukti-bukti yang kuat agar pada 
saat melakukan penarikan kesimpulan akan menjadi kesimpulan yang 
kredibel.10 
 
                                                             
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 137. 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 141-142. 
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 BAB IV  
ANALISIS PUTUSAN PERKARA POLIGAMI PENGADILAN AGAMA 
WONOSOBO NOMOR: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb 
 
A. Gambaran Umum Putusan Perkara Nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb 
1. Permohonan Izin Poligami Nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb 
Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili 
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah 
menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Poligami antara: 
Arif Rohman bin Suwandi, umur 37 tahun, Agama Islam, 
Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Dusun 
Garung Rt. 001 Rw. 001, Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten 
Wonosobo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan Al Hakim, 
Advokat yang berkantor di JL. Selomerto-Kretek Km. 06 Rt. 004 Rw. 006 
Desa Semayu, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo berdasarkan 
surat kuasa khusus tanggal 02 April 2019, sebagai Pemohon. 
Melawan, Siti Nurohmah alias Siti Nur Rohmah binti Abdullah, 
umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, 
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun 
Garung Rt. 001 Rw. 001, Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten 
Wonosobo, sebagai Termohon. 
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Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 April 
2019 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di 
Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan nomor: 
711/Pdt.G/2019/PA.Wsb, tanggal 10 April 2019, dengan dalil-dalil 
sebagai berikut:1 
Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2007 Pemohon dengan Termohon 
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, hal ini sesuai dengan 
Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/34/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2007. 
Dan hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, 
dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: (1) Naila Azkiya 
Nur Rahmah umur 10 tahun, (2) Yumna Nur Rohmah umur 9 tahun, (3) 
Rusydan Abdurrohman umur 3 bulan. 
Dalam perjalanan rumah tangganya Pemohon menjalankan usaha 
service lampu di depan Toko Ajisaka Kertek Kab. Wonosobo, membuka 
cabang juga di Dusun Garung, Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar, 
Kabupaten Wonosobo, dan cabang service lampu di rumah Pemohon di 
Dusun Ngariboyo, Desa Sindupaten, Kecamatan Kertek, Kabupaten 
Wonosob. Sselain itu, juga sebagai petani di Dusun Garung, Desa Butuh, 
Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo mengelola kurang lebih 
50.000 meter persegi ladang perkebunan yang sekarang ditanami tanaman 
                                                             




musiman (terong belanda) yang setiap bulan panen, dan juga ditanami 
tanaman tahunan (kopi) yang setiap tahun sekitar panen satu kali sampai 
dua kali panen, tanah seluas kurang lebih 5.000 meter persegi hak milik 
sendiri ditanami terong belanda yang setia bulan bisa menghasilkan panen 
sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selain itu Pemohon 
memelihara ternak kambing kurang lebih 10 ekor kambing di rumah di 
Dusun Garung Rt 001 Rw 001, Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar, 
Kabupaten Wonosobo. 
Kemudian Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan 
seorang perempuan: 
Nama   : Lia Kurnia binti Tata Sutisna; 
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 05 Agustus 1986; 
Pendidikan  : D3 Manajemen Syariah; 
Jenis Kelamin  : Perempuan; 
Jenis Identitas  : KTP; 
Nomor Identitas  : 3273074508860002; 
Berkebutuhan Khusus : Tidak; 
Status Perkawinan : Cerai Mati; 
Bertempat tinggal  : Kp. Mendolo Rt 02 Rw 03 Kelurahan 
Bumireso, Kecamatan Kabupaten Wonosobo. 
Yang telah dikaruniai anak bernama Syifa Nur Latifah umur 8 
(delapan) Tahun, selanjutnya disebut sebagai calon istri kedua Pemohon. 
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Sebelumnya perkenankanlah kami sampaikan terlebih dahulu 
kronologi atau alasan kenapa sampai Pemohon mengajukan Permohonan 
Poligami ini, adalah sebagai berikut. Yaitu, antara Termohon dan calon 
istri kedua Pemohon adalah rekanan dalam satu profesi Guru di sebuah 
Yayasan SQ Ibnu Abbas di Semagung, Pagerkukuh, Sidojoyo, Wonosobo, 
dimana Pemohon adalah salah satu donatur tetap dalam yayasan tersebut, 
sehingga dalam sesekali urusan yayasan Termohon dan calon istri kedua 
Pemohon sering sekali bersama. 
Dari kedekatan tersebut muncullah rasa kekeluargaan antara 
Termohon dan calon istri kedua Pemohon, sampai sepeninggal suami 
calon istri kedua Pemohon, anak calon istri kedua Pemohon tidak mau 
bersekolah kalau tidak diantarkan oleh Termohon, dari situlah komunikasi 
semakin intensif, sedangkan calon istri kedua Pemohon adalah warga 
pendatang yang tidak punya saudara di Wonosobo, sehingga lebih sering 
kerumah Termohon, baik kepentingan yayasan, maupun kepentingan 
pribadi. Kedekatan itulah yang menjadikan Pemohon kawatir akan timbul 
fitnah di masyarakat, dan dalam agama pun tidak dibenarkan ketika 
seorang suami istri bepergian dan ada wanita lain bersamanya, maka 
Pemohon berusaha untuk menjaga jarak atas hal tersebut. 
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon 
supaya janda (calon istri kedua Pemohon) dan anak yatim tersebut tidak 
terlantar dengan cara mengenalkan kepada teman-teman Pemohon dan 
Termohon supaya menikah lagi, bahkan sampai 5 (lima) orang, tetapi 
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calon istri kedua Pemohon tetap tidak mau, sampai akhirnya Termohon 
tanpa sepengetahuan Pemohon menawarkan kepada calon istri kedua 
Pemohon dalam bahasa Indonesia “apa mau jadi yang ke dua?”, tanpa 
berpikir panjang calon istri kedua Pemohon mengiyakan tawaran tersebut. 
Pemohon dan Termohon sadar akan apa yang diucapkannya, dan 
dalam hal ini, niat dari Pemohon adalah supaya membantu, menolong, dan 
meringankan beban ekonomi seorang janda dan seorang anak yatim. 
Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta 
anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta sekaligus petani 
perkebunan dengan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp 
3.000.000,- (tiga juta rupiah) penghasilan tetap, dan penghasilan lainnya 
yang setiap bulannya tidak dapat dipastikan berapa jumlahnya. Pemohon 
juga mempunyai harta kekayaan yang yang telah dimiliki selama menikah 
yaitu: 
a. Sebuah rumah yang terletak di Dusun Ngariboyo, Desa 
Sindupaten, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo. 
b. Sebidang tanah seluas +-5.000 M2 Hak Milik Sendiri. 
Pemohon mengaku sanggup berlaku adil terhadap istri-istri 
Pemohon. Termohon juga menyatakan rela dan tidak keberatan apabila 
Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut 
bernama Lia Kurnia binti Tata Sutisna. Kemudian, orang tua dan keluarga 
Termohon dan calon istri kedua Pemohon serta Mertua calon istri kedua 
Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah 
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dengan calon istri kedua Pemohon. Antara Pemohon dengan calon istri 
kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut 
syari’at hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. Dan Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul 
akibat perkara ini. 
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada 
Ketua Pengadilan Agama Wonosobo, untuk berkenan memanggil kedua 
belah pihak yang berperkara guna didengar keterangannya mengenai 
perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi 
sebagai berikut: 
1. Mengabulkan permohonan ijin poligami Pemohon; 
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi 
(poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Lia Kurnia 
binti Tata Sutisna, sebagai istri kedua; 
3. Menetapkan harta berupa 
1) Tanah seluas +/- 100 M2 yang berdiri sebuah bangunan rumah 
tingkat permanen yang terbuat dari batako berukuran +/- 7 M x 9 
M dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara sungai 
Semo, sebelah selatan kolam milik Khamid, sebelah barat 
pekarangan Masjid Al Furqon, dan sebelah Timur rumah milik 
Bapak Agus yang terletak di Dusun Ngariboyo, Desa Sindupaten, 
Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo; 
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2) Sebidang tanah sawah seluas +/- 5.000 M2 yang terletak di Desa 
Butuh, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo; 
3) 10 ekor kambing yang berada di rumah orang tua Pemohon di 
Dusun Garung Rt. 001 Rw. 001 Desa Butuh, Kecamatan 
Kalikajar, Kabupaten Wonosobo adalah bersama antara Pemohon 
dan Termohon; 
4) Menetapkan biaya menurut hukum kepada Pemohon; 
4. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang 
seadil-adilnya.2 
2. Proses Penyelesaian Perkara 
Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon 
hadir dipersidangan untuk melanjutkan perkaranya. Adapun para hakim 
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo untuk proses 
perkara permohonan izin poligami tersebut diantaranya: 
a. Hakim Ketua  : Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. 
b. Hakim Anggota I : Drs. Muhyidin 
c. Hakim Anggota II : Drs. Ahmad Zaeni, S.H., M.H. 
d. Panitera Pengganti : Mugiarti, S.Ag. 
Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang 
berperkara. Namun, usaha tersebut tidak berhasil dalam perkara ini, 
                                                             




melalui mediator Drs. Arifin, Pemohon tetap pada pendiriannya. Dalam 
proses pembuktian, Pemohon telah mengajukam bukti surat yang berupa 
fotocopi untuk keperluan permohonan izin poligami. Pemohon juga 
mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan tersebut. 
Dalam proses persidangan tersebut Termohon juga memberikan 
keterangan secara lisan berupa: Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil 
permohonan Pemohon, dan Termohon bersedia dan rela untuk dimadu.3 
3. Pertimbangan Hakim 
Menimbang, sebagaimana maksud dan tujuan permohonan 
Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas: 
Bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, 
Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama 
Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan 
Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 
UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Wonosobo 
berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini. 
Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis 
Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara 
sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan 
                                                             




Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya 
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak 
berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam 
perkara ini melalui mediator Drs. Arifin namun usaha tersebut juga tidak 
berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya. 
Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan 
jawaban secara lisan bahwa, mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan 
Pemohon, Termohon bersedia dan rela untuk dimadu. Maka, berdasarkan 
pasal 174 HIR maka pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian, 
kecuali peraturan Perundang-Undangan menyatakan lain. Meskipun tidak 
ada bantahan dari Termohon namun karena perkara in casu menyangkut 
hukum orang (Recht Person), maka kepada Pemohon tetap dibebani 
pembuktian. 
Berdasarkan bukti P.1 sampai P.6, saksi 1 dan saksi 2, terbukti 
fakta kejadian sebagai berikut; 
1. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon 
tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan. 
2. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon 
tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan. 
3. Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk 
melangsungkan pernikahan yang kedua. 
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4. Secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil.4 
4. Dasar Hukum 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta 
hukum sebagai berikut: 
a. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon istri kedua Pemohon 
tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan. 
b. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon istri kedua Pemohon 
tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan. 
c. Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk 
melangsungkan pernikahan yang kedua. 
d. Secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil. 
Pemohon juga telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya 
dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab 
suci Al Qur’an sebagai berikut: 
َ ا َوِاْن ِخْفُتْم َاَّلا تُ ْقِسُطوْا ِف اْليَ ٰتٰمى َفاْنِكُحوْا َماطَاَب َلُكْم مِ َن النِ سَ  ٰٰ ٰٰ َوُُ  ِء َمْْ
 ََ   َوُُٰٰ
 تَ ُعوُلواْ  ٰذِلَك اَْدٰن َاَّلا ۚ   ْت اَْْيَانُُكمْ َفِاْن ِخْفُتْم َاَّلا تَ ْعِدُلوْا فَ َواِحَدًة َاْوَماَمَٰكَ ۚ 
۝  ۚ5 
Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 
nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 
empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, 
maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang 
kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak 
berbuat zalim.6 
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Pemohon juga telah memenuhi bukti P-3 dan P-4 sebagai syarat 
komulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana 
maksud pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) PP No. 
9 tahun 1975. Berdasarkan Bukti P-5 Pemohon mempunyai penghasilan 
sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Umur 37 tahun, Agama Islam, 
Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Garung Rt. 001 Rw. 001, 
Desa Butuh, Kecamatan Kabupaten Wonosobo. 
Maka, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan 
berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu 
Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan. Dan karena perkara a quo 
masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada 
Pemohon.7 
5. Penetapan Majelis Hakim 
Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 
hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim 
menetapkan ketetapan sebagai berikut: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 
                                                             




2. Memberi izin kepada Pemohon (Arif Rohman bin Suwandi) untuk 
menikah lagi (poligami) dengan (Lia Kurnia binti Tata Sutisna). 
3. Menyatakan bahwa harta-harta sebagai berikut: 
a. tanah seluas +/- 100 M2 yang berdiri sebuah bangunan rumah 
tingkat permanen yang terbuat dari batako berukuran +/- 7 M x 9 
M dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara sungai Semo, 
sebelah selatan kolam milik Khamid, sebelah barat pekarangan 
Masjid Al Furqon, dan sebelah timur rumah milik Bapak Agus 
yang terletak di Dusun Ngariboyo, Desa Sindupaten, Kecamatan 
Kertek, Kabupaten Wonosobo. 
b. Sebidang tanah sawah seluas +/- 5.000 M2 yang terletak di Desa 
Butuh, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. 
c. 10 ekor kambing yang berada di rumah orang tua Pemohon di 
Dusun Garung Rt. 001 Rw. 001, Desa Butuh, Kecamatan 
Kalikajar, Kabupaten Wonosobo adalah harta bersama Pemohon 
dan Termohon. 
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 
sejumlah Rp.2.866.000 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu 
rupiah).8 
 
                                                             




B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 
711/Pdt.G/2019/PA.Wsb 
Pengadilan Agama Wonosobo telah mengadili dan memeriksa perkara 
perdata tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin 
poligami yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan istri sebagai 
Termohon. Dalam perkara ini adalah perkara nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb 
tentang Permohonan Izin Poligami. 
Pemohon bernama Arif Rohman bin Suwandi, berumur 37 tahun, 
beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun Garung Rt. 001 Rw. 001, Desa 
Butuh, Kecamata Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Melawan Termohon yang 
bernama Siti Nurohmah alias Siti Nur Rohmah binti Abdullah, berumur 36 
tahun, beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun Garung Rt. 001 Rw. 
001, Desa Butuh, Kecamata Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Sedangkan 
calon istri kedua Pemohon bernama Lia Kurnia binti Tata Sutisna adalah janda 
yang ditinggal mati yang mempunyai anak 1, beragama Islam dan bertempat 
tinggal di Kp. Mendolo Rt. 02 Rw. 03, Kelurahan Bumireso, Kabupaten 
Wonosobo. 
Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten 
Wonosobo, maka berdasarkan kompetensi relatif Pemohon telah sesuai, yaitu 
dengan mendaftarkan perkara perizinannya ke Pengadilan Agama Wonosobo, 
karena merupakan wilayah hukum Pemohon. Selain itu, Pengadilan Agama 
Wonosobo juga berhak menyelesaikan perkara tersebut, karena berdasarkan 
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ketentuan tentang kewenangan relatif diatur dalam Pasal 118 HIR, dan secara 
khusus diatur dalam perundang-undangan. 
Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan yang 
dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah 
sesuai karena mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama bukan ke 
pengadilan lain. Berdasarkan kompetensi absolut dalam bidang perkawinan, 
Pengadilan Agama Wonosobo mempunyai hak untuk memeriksa, memutuskan 
dan menyelesaika perkara nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb. 
Kewenangan dan kekuasaan untuk mengadili perkara ini telah menjadi 
beban Pengadilan Agama Wonosobo, sebagaimana termuat dalam Pasal 49 
sampai Pasal 53 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Di dalam Pasal 49 
disebutkan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, 
wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam hal ini poligami 
termasuk di dalam bidang perkawinan. Jadi kewenangan relatif dan absolut 
Pengadilan Agama Wonosobo telah sesuai sebagaimana peraturan yang 
berlaku. 
Perkara dengan nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb menjelaskan bahwa 
ada seorang suami yang mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan 
Agama Wonosobo. Sejak tanggal 13 Agustus 2007 antara Pemohon dan 
Termohon menikah dan telah dikaruniani anak sebanyak 3 (tiga) orang anak 
yang bertempat tinggal di Dusun Garung Rt. 001 Rw. 001, Desa Butuh, 
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Kecamatan Kalikajar. Suami bekerja sebagai Wiraswasta sekaligus Petani 
Perkebunan yang berpenghasilan setiap bulan sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga 
juta rupiah) penghasilan tetap dan penghasilan lainnya yang setiap bulannya 
tidak dapat dipastikan berapa jumlahnya. Pemohon akan menikah lagi dengan 
perempuan lain, ia mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan 
Agama Wonosobo dengan alasan untuk menghindari fitnah karena calon istri 
kedua Pemohon sering ke rumah Pemohon untuk bertemu Termohon baik 
untuk kepentingan pekerjaan maupun kepentingan pribadi. 
Adapun dalam Undang-Undang yang  mengatur mengenai syarat-syarat 
poligami sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan yang berbunyi: 
Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang 
akan beristri lebih sari seorang apabila: 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan. 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
mengenai syarat seorang suami yang akan berpoligami perlu adanya penjelasan 
yang lebih lanjut dan mendalam. Seperti dalam Pasal 4 ayat (2) poin a yang 
berbunyi, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Dalam 
hal ini secara umum gambaran mengenai poin tersebut selalu hanya persoalan 
tentang seksualnya saja, padahal dalam hal ini bukan hanya mengenai seksual 
saja tetapi bisa yang lain seperti istri tidak bisa mendidik anak, istri tidak bisa 




Kemudian pada poin b yang berbunyi, istri mendapat cacat badan atau 
penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dalam hal ini, kalau dihayati dengan 
hati yang jernih, mau tidak mau harus diakui bahwa kondisi istri yang mandul 
atau berpenyakit bukanlah hal yang disengaja. Kondisi ini merupakan takdir 
dari Tuhan dan bukan merupakan keinginan manusia. Karena, tidak ada 
perempuan yang menginginkan dirinya mengalami kemandulan atau 
berpenyakit. Semua perempuan tentu menginginkan dirinya subur dan sehat, 
tetapi tidak semua keinginan manusia itu terwujud. Karena manusia hanya 
berkehendak dan Tuhan yang menentukan.9 
Kemudian pada poin yang terakhir, yaitu poin c yang berbunyi, istri 
tidak dapat melahirkan keturunan. Hal ini menjelaskan, bahwa seolah-olah 
hanya istri saja yang menyebabkan sebuah keluarga tidak bisa memiliki 
keturunan. Padahal, suami istri ikut berperan di dalamnya, karena bisa jadi 
faktor dari suami yang menyebabkan istri tidak bisa hamil atau mempunyai 
keturunan. 
Ada juga syarat-syarat poligami yang lain sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 
yaitu mengenai persyaratan kumulatif yang harus dijalani Pemohon: 
Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaiman 
dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Adanya persetujuan dari istri-istri. 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. 
                                                             
9 Siti Musadah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2004), hlm. 175-176. 
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c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri 
dan anak-anaknya. 
Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) juga perlu adanya ketentuan-
ketentuan yang memperjelas persyaratan-persyaratan yang ada dalam pasal ini. 
Seperti poin a yang berbunyi, adanya persetujuan istri untuk dipoligami. 
Persetujuan istri sangat diperlukan dalam permohonan suami dalam izin 
poligami, jika tidak ada persetujuan dari istri dan posisi istri sebagai seseorang 
yang bisa dimintai keterangan maka Pengadilan Agama akan memeriksa dan 
mendengar alasan istri tidak mau memberikan izin terhadap permohonan 
suami. Namun, terkadang suami memaksa istri untuk memberi izin suami 
berpoligami baik secara tertulis ataupun ketika memberikan kesaksian kepada 
majelis hakim di persidangan. Maka, perlu adanya upaya dari majelis hakim 
dalam menentukan indikasi lebih lanjut apakah persetujuan atau kesaksian istri 
dilakukan dengan terpaksa atau tidak. 
Kemudian poin b yang berbunyi, adanya kepastian bahwa suami 
mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. 
Mampu disini dibuktikan dengan harta kekayaan dan surat bukti penghasilan 
dari pemerintah desa. Namun, tidak ada ketentuan yang menjadi acuan minimal 
harta yang harus dimiliki serta batas minimal penghasilan suami, karena 
mengingat kebutuhan bertambah dengan kehadiran istri kedua dan anak-
anaknya. 
Dalam pengajuan permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat 
yang terdiri dari: 
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Termohon (bukti 
P.1). 
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2). 
3. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu (bukti P.3). 
4. Surat pernyataan sanggup berlaku adil (bukti P.4). 
5. Surat keterangan penghasilan Pemohon (bukti P.5). 
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian (bukti P-6). 
Pada proses awal di persidangan Majelis Hakim berinisiatif untuk 
mengupayakan perdamaian antar pihak yakni antara Pemohon dan Termohon. 
Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk tidak menikah lagi dengan calon 
istri kedua. Namun, Pemohon tetap pada permohonannya, begitupun ketika 
mediasi, hasilnya adalah sama antara Pemohon dan Termohon tidak bisa di 
damaikan. Sehingga hakim melanjutkan pemeriksaan ke tahap selanjutnya.  
Pengadilan Agama Wonosobo memanggil dan mendengarkan keterangan dan 
jawaban Termohon. Termohon diberi kesempatan untuk menyampaikan segala 
kepentingannya terhadap Pemohon didepan Majelis Hakim. Termohon 
memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruhnya 
dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon bersedia dan rela untuk 
dimadu. Pengadilan sendiri telah mengupayakan untuk tidak berpoligami 
dalam pernikahan Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonanya. 
Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah 




1. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak 
ada hubungan keluarga ataupun sesusuan. 
2. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak 
ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan. 
3. Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk 
melangsungkan pernikahan yang kedua. 
4. Secara dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil.10 
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa 
berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 terbukti telah memenuhi syarat komulatif 
sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 41 
huruf (c) PP No. 9 Tahun 1975. Selain itu Majelis Hakim juga menggunakan 
dalil al-Qur’an, yaitu: 
ََ  النِ سَ ْم مِ نَ َوِاْن ِخْفُتْم َاَّلا تُ ْقِسُطوْا ِف اْليَ ٰتٰمى َفاْنِكُحوْا َماطَاَب َلكُ  َ َوُُٰٰ ٰٰ  ُُ ٰٰ َو  ا ِء َمْْ
۝ ٰذِلَك اَْدٰن َاَّلا تَ ُعوُلواْ ۚ   ْت اَْْيَانُُكمْ َفِاْن ِخْفُتْم َاَّلا تَ ْعِدُلوْا فَ َواِحَدًة َاْوَماَمَٰكَ ۚ    ۚ11 
Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 
perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika 
kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) 
seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang 
demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.12 
 
Berdasarkan dalil al-Qur’an di atas Majelis Hakim mempertimbangkan 
berdasarkan fakta Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil 
                                                             
10 Salinan putusan Pengadilan Agama Wonosobo nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb, hlm. 
13. 
11 Q.S. An-Nisa (4): 3. 
12 Kementrian Agama RI, Al-Hasib Al-Qur’an, hlm. 77. 
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permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkadung 
dalam ayat tersebut. 
Majelis Hakim dalam menangani perkara ini mengejar kebenaran 
formil. Walaupun, di dalam undang-undang tidak di atur mengenai poligami 
dengan alasan untuk menghindari fitnah. Kebenaran formil merupakan suatu 
fakta yang menurut pembuktian formal dapat dianggap sebagai sesuatu yang 
benar atau kebenaran yang dapat dinyatakan melalui bukti-bukti atau fakta-
fakta dan hak-hak yang telah disampaikan di persidangan. 
Setelah melalui proses yang panjang, dalam perkara perizinan poligami 
dengan nomor perkara: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb akhirnya Majelis Hakim 
menetapkan memberi izin kepada Arif Rohman bin Suwardi sebagai Pemohon 
untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang 
bernama Lia Kurnia binti Tata Sutisna.  
Menurut penulis, dalam perkara seperti ini seharusnya Majelis Hakim 
mengkaji lebih lanjut lagi, karena permohonan izin poligami ini tidak ada 
satupun kebutuhan mendesak dari suami untuk menikah lagi (poligami). 
Sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan. Dan pada faktanya, Termohon masih menjalankan 
hak dan kewajibannya dengan baik sebagai istri dan masih patuh terhadap 
perintah Pemohon, Termohon juga tidak ada cacat badan atau penyakit yang 
tidak dapat disembuhkan dan juga tidak mandul. Buktinya, selama 
perkawinannya antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, tidak ada 
masalah apapun serta sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. 
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Artinya, hakim disini melupakan bahwa ada syarat lain yang harus 
dipertimbangkan, yaitu pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan. Pasal ini biasa disebut dengan syarat alternatif yang 
menurut penulis ini adalah pasal yang sangat mendasar dan harus ada salah satu 
dari syarat-syarat yang tersebut yang tercantum dalam pertimbangan hakim, 
karena pasal ini memuat alasan-alasan yang mendesak bagi suami untuk 
menikah lagi (poligami). 
Menurut penulis, jika perkara ini dikabulkan maka yang ditakutkan 
nantinya akan menjadi tolak ukur di masyarakat ketika teman perempuan istri 
datang ke rumah suami untuk menemui istri dan terlalu sering sehingga 
beralasan takut adanya fitnah yang timbul di masyarakat. Maka, ini bisa 
menjadi alasan yang nantinya suami akan mengajukan izin poligami ke 
pengadilan sebagai jalan keluar, walaupun tidak ada alasan yang mendesak. 
Sebenarnya, yang terpenting antra Pemohon dan Termohon melakukan 
komunikasi yang baik dan bermusyawarah mencari jalan keluar selain daripada 
poligami. Karena dengan poligami nantinya akan ada pihak yang tersakiti serta 
akan menimbulkan gangguan psikis anak, sebab anak ikut menjadi korban dari 
keluarga yang berpoligami. 
Penulis akan sependapat dengan majelis hakim untuk mengabulkan 
perkara ini jika terdapat salah satu alasan yang kuat dan mendesak sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan. Namun, dalam perkara ini hakim dalam memutus dan 
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mengabulkan tidak mengacu pada pasal tersebut atau tidak ada alasan satupun 
yang tercantum di dalam pasal tersebut sebagai landasan dalam memutus. 
Dengan adanya permohonan izin poligami yang dikabulkan bukan 
berarti Majelis Hakim akan memudahkan permohonan izin poligami 
dikemudian hari. Majelis Hakim harusnya tetap memperketat dan mempersulit 
permohonan izin poligami serta memperbanyak pertimbangan dalam 
penetapanya, tidak hanya bersumber dari perundang-undangan, al-Qur’an, dan 
kaidah fikih saja, melainkan mempertimbangkan dari segi kemasalahatan dan 
kemadharatan yang akan ditimbulkan. 
 
C. Analisis Sadd Adz-Dzari’ah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam 
Memutus Perkara Nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb 
Berdasaran hasil wawancara serta penelitian yang peneliti lakukan 
bahwa, benar di Dusun Garung Rt 001/Rw 001 Desa Butuh, Kec. Kalikajar, 
Kab. Wonosobo terdapat serorang pelaku poligami sebagaimana yang 
tercantum di dalam salinan putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 
711/Pdt.G/2019/PA.Wsb. Dan peneliti sendiri mendapatkan beberapa fakta 
lapangan yang menurut peneliti sangat berguna sebagai data pendukung bagi 
peneliti dalam meneliti penelitian ini. 
Adapun rumah pelaku (suami) poligami dan istri pertama masih satu 
rumah dengan orangtua pelaku (suami) poligami, namun untuk istri kedua dia 
menempati rumah lain dengan anak-anaknya di lain desa. Dan pelaku (suami) 
poligami terkenal di masyarakat juga sebagai guru ngaji bapak-bapak dan ibu-
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ibu yang keliling desa-desa serta sebagai teknisi lampu di rumahnya dan 
membuka ruko kecil juga di pasar. 
Kemudian dengan melihat letak geografis desa Butuh yang terletak di 
kaki gunung Sumbing dan disertai pernyataan dari beberapa masyarakat bahwa 
masyarakat di dusun Garung rata-rata mereka masih berpendidikan rendah. 
Sehingga masih kurang edukasi atau pemahaman tentang poligami, karena 
kurangnya edukasi tersebut sehingga menyebabkan sikap dari masyarakat yang 
masih sinis dan sering memperbincangkan keluarga yang berpoligami di 
warng-warung ketika ibu-ibu membeli sayuran dan bahan masakan. 
Dalam karakter fikih Islam, sebenarnya pilihan untuk monogami 
ataupun poligami itu dianggap persoalan parsial. Predikat hukumnya akan 
mengikuti kondisi ruang dan waktu. Nabi Muhammad SAW sendiri sudah 
mencontohkan betapa persoalan ini bisa berbeda dan berubah dari satu kondisi 
ke kondisi yang lain. Oleh sebab itu, pilihan monogami ataupun poligami 
bukanlah sesuatu prinsip, yang seharusnya menjadi prinsip adalah keharusan 
untuk selalu merujuk kepada prinsip-prinsip dasar maqashid al-syari’ah, yang 
bermuara pada keadilan dan membawa kemaslahatan serta tidak mendatangkan 
mudharat atau kerusakan.13 
                                                             
13 Fatimatuzzahro dan Fifi Novfiaturrahmah, “Poligami Dalam Hukum Islam 
Kontemporer: Memahami Poligami Dengan Pendekatan Interkonetif”, Islamic Review: Bawal 
Widya Riset dan Kajian Keislaman, Vol. 3, No. 2, Oktober 2014, hlm. 367-385. 
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Kebolehan poligami dalam Islam tentunya didasari dengan dalil, dalil 
yang menurut umat Islam mendasari diperbolehkannya poligami adalah surat 
an-Nisa (4) ayat 3, yang berbunyi: 
ََ ا َوِاْن ِخْفُتْم َاَّلا تُ ْقِسُطوْا ِف اْليَ ٰتٰمى َفاْنِكُحوْا َماطَاَب َلُكْم مِ َن النِ سَ  َ َوُُٰٰ ٰٰ ٰٰ َوُُ   ِء َمْْ
۝ ٰذِلَك اَْدٰن َاَّلا تَ ُعوُلواْ ۚ   ْت اَْْيَانُُكمْ فَ َواِحَدًة َاْوَماَمَٰكَ َفِاْن ِخْفُتْم َاَّلا تَ ْعِدُلوْا ۚ    ۚ 
Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 
perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika 
kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) 
seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang 
demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.14 
Dalam ayat ini ada kata perintah untuk poligami, namun ulama 
bersepakat bahwa tidak selamanya perintah dalam al-Qur’an dan Hadits itu 
hukumnya wajib.15 Yang artinya, inilah kenapa poligami dihukumi boleh 
bukan wajib walaupun di dalam al-Qur’an terdapat kata perintah. 
Namun, sejauh ini ada juga beberapa negara yang mempersulit praktik 
poligami, bahkan jika memungkinkan akan benar-benar dihapuskan. Misalnya 
di Maroko, Undang-Undang Personal Maroko secara eksplisit menegaskan 
bahwa seorang istri dibenarkan membuat perjanjian dengan suami dalam 
perkawinannya untuk tidak membolehkan suaminya berpoligami. Jika suami 
kemudian melanggar perjanjian yang dibuat tersebut, maka istri berhak 
membubrkan perkawinan suaminya. 
                                                             
14 Kementrian Agama RI, Al-Hasib Al-Qur’an, hlm. 77. 
15 Iim Fahimah, “Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh”, Mizani: Wacana Hukum, 
Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 99-110. 
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Kemudian di negara Tunisia, melalui Undang-Undang Keluarga Tahun 
1957 pemerintah Tunisia ingin menghapuskan praktik poligami. Dengan 
berdalil surat an-Nisa (4) ayat 128 serta menakwilkannya sedemikian rupa. 
Para reformator Tunisia berpendapat bahwa perkawinan poligami adalah tidak 
dibenarkan jika sekiranya berlaku ketidakadilan di dalam perkawinan tersebut. 
Mereka berhujah bahwa keadilan yang disebut dalam al-Qur’an surat an-Nisa 
(4) ayat 128 membawa maksud adil adalah mencakup semua aspek kehidupan, 
baik dari segi material maupun emosi.16 
Di Indnesia sendiri terdapat perundang-undangan yang mengatur 
mengenai persoalan poligami, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 4 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan  bahwa asas perkawinan adalah 
monogami tidak mutlak, yang artinya poligami diperbolehkan tetapi dengan 
syarat yang berat dan ketat. Syarat-syarat yang berat dan ketat itulah yang 
menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan izin bolehnya 
seorang suami berpoligami, bisa dikatakan bahwa syarat yang berat dan ketat 
itu adalah dzari’ah atau perantara yang menjadi landasan pertimbangan hakim. 
Putusan Pengadilan Agama Wonosobo dengan nomor perkara: 
711/Pdt.G/2019/PA.Wsb yang diputus pada tanggal 29 Mei 2019 Masehi, 
bertepatan dengan tangal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah dan amar putusannya 
adalah dikabulkan. Jika dilihat dari perspektif sadd adz-dzari’ah putusan 
                                                             
16 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2005), hlm. 181. 
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tersebut harusnya ditolak, karena menurut penulis dzari’ah atau perantara yang 
dalam hal ini adalah alasan yang menjadi landasan pertimbangan hakim tidak 
kuat. 
Pertama, jika melihat isi surat permohonan Pemohon, disebutkan 
bahwa antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon adalah rekan dalam 
satu profesi Guru di sebuah Yayasan SQ Ibnu Abbas di Semagung, 
Pagerkukuh, Sidojoyo, Wonosobo.17 Dengan melihat hal tersebut, jika istri 
pertama dan calon istri kedua bekerja dalam satu profesi dan dalam satu 
yayasan secara otomatis tugas menjadi ibu sebagai pengurus rumah tangga 
akan banyak terbengkalai, karena kesibukan yang sama. 
Kedua, dalam surat permohonan Pemohon juga disebutkan, bahwa 
berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dengan 
mengenalkan kepada 5 (lima) temannya supaya janda (calon istri kedua 
Pemohon) dan anak yatim tidak terlantar, namun calon istri kedua tepat 
menolak. Sehingga tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon menawarkan 
untuk menjadi istri kedua dari Pemohon, tanpa piker panjang calon istri kedua 
Pemohon menyetujuinya.18 
Seolah-olah calon istri kedua Pemohon sering bertamu ke rumah 
Pemohon walaupun dengan maksud ingin menemui Termohon, tetapi 
berkeinginan menjadi istri kedua Pemohon. Pernyataan seperti ini sangat 
                                                             
17 Salinan putusan Pengadilan Agama Wonosobo nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb, hlm. 
3. 




sensitif jika diketahui oleh masyarakat luas dan berpotensi timbulnya sikap-
sikap sinis masyarakat terhadap keluarga pelaku poligami. Adapun beberapa 
dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan tersebut, yaitu satu, bagi istri 
pertama tentu akan dipandang ibah bahkan sikap sinis masyarakat yang 
semakin merendahkannya. Dua, bagi istri kedua yaitu sama halnya dengan istri 
pertama yang mendapatkan cibiran dari masyarakat. Mereka seringkali 
melebeli istri muda atau istri kedua dengan perempuan “pelanggar 
kehormatan”, “perempuan penggoda” dan yang lebih menyedihkan dan 
merendahkan adalah mereka mengecap istri kedua sebagai “perempuan binal 
alias gatal”.19 Tiga, yang menurut penyusun adalah dampak bagi anak-
anaknya, akibat sikap sinis masyarakat terhadap rumahtangganya sehingga 
menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi anak-anak dengan rumahtangganya 
yang nantinya akan mengganggu psikis mereka serta akan menimbulkan 
trauma yang sangat mendalam. 
Ketiga, dalam pertimbangan hakim, hakim menyatakan bahwa 
Pemohon secara ekonomi mempunyai penghasilan yang cukup untuk 
melangsungkan pernikahan yang kedua, dibuktikan dengan dasar bukti P-5 
yang menerangkan pekerjaan Pemohon sebagai Wiraswasta dan penghasilan 
rata-rata Pemohon adalah sebesar Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah).20 
Menurut penulis, penghasilan sebesar Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah) itu 
                                                             
19 Siti Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan”, 
Sawwa: Jurnal Studi Gender, Vol. 7, No. 2, April 2012, hlm. 1-20. 




belum tentu cukup untuk menghidupi seorang istri dengan 3 (tiga) orang anak, 
sebagaimana surat permohonan Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon dan 
Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. 
Apalagi ditambah dengan istri kedua dan dia adalah seorang janda yang 
mempunyai anak 1 (satu). Kemudian dari istri pertama dan kedua juga masih 
dalam keadaan mampu untuk mempunyai anak lagi. Menurut penulis, itu 
bukan malah menolong janda dan anak yatim, sebagaimana Pemohon 
cantumkan dalam surat pemohonannya. Yang ada malah akan berbuat aniaya 
terhadap mereka baik pihak istri pertama maupun pihak istri kedua, karena 
tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial istri-istri dan anak-anaknya dengan 
baik. Dan itu adalah pelanggaran terhadap syari’at Allah SWT dan tujuan dari 
ayat poligami itu sendiri. 
Memang dalam urusan agama tidak bisa dikaitkan dengan urusan 
duniawi terlebih urusan finansial, begitu juga rizki dari Allah juga tidak selalu 
berbentuk finansial. Namun, mampu yang dimaksudkan pengadilan adalah 
dalam hal finansial. Maka, menurut penulis tidaklah salah jika penghasilan 
suami juga menjadi landasan dalam pertimangan hakim. 
Keempat, dalam pertimbangan hakim juga, hakim memperimbangkan 
bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, Pemohon telah memenuhi syarat 
komulatif untuk menikah yang kedua kalinya (poligami) sebagaimana maksud 
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pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.21 
Menurut penulis, hakim disini melupakan bahwa ada syarat lain yang 
harus dipertimbangkan, yaitu pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan. Pasal ini biasa disebut dengan syarat alternatif yang 
menurut penulis ini adalah pasal yang sangat mendasar dan harus ada salah satu 
dari syarat-syarat yang tersebut yang tercantum dalam pertimbangan hakim, 
karena pasal ini memuat alasan-alasan yang mendesak bagi suami untuk 
menikah lagi (poligami). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pasal ini 
hanya akan memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu 
apabila: satu, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Dua, istri 
mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tiga, istri 
tidak dapat melahirkan keturunan.22 
Artinya, istri dari segi apapun masih bisa menjalankan hak dan 
kewajibannya sebagai istri. Istri juga tidak mandul karena pada faktanya 
selama pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) 
orang anak. Dan ketika Pemohon menikah lagi belum tentu akan membawa 
ketentraman di dalam rumahtangganya, bisa jadi mungkin lebih tentram ketika 
hanya memiliki seorang istri saja. Dari sini dapat dikatakan bahwa suami tidak 
ada alasan yang kuat untuk menikah lagi dengan calon istri kedua, karena istri 
                                                             
21 Salinan putusan Pengadilan Agama Wonosobo nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb, hlm. 
14. 
22 Anonim, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974”, 
www.bpkn.go.id., diakses 7 November 2020, pukul 09.48 WIB. 
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masih mampu menjalankan hak dan kewajibannya serta tidak mandul dan tidak 
memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan pula. 
Dari empat alasan penulis yang telah dijabarkan, maka penulis 
berpendapat bahwa jika dilihat dari perspektif sadd adz-dzari’ah, maka amar 
putusan tersebut harusnya ditolak. Karena jika dikabulkan bisa jadi lebih 
banyak menimbulkan kemudharatan ketimbang kemaslahatannya dan dzari’ah 
atau perantara yang dalam hal ini adalah alasan-alasan yang mendasari 
dikabulkannya putusan tersebut tidaklah kuat. 
Maka dalam keadaan seperti ini, perkawinan monogami adalah pilihan 
yang paling tepat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan 
rahmah. Dan jika Majelis Hakim tidak mengabulkan perkara izin poligami 
kepada Pemohon, maka Majelis Hakim telah ikut andil dalam menjaga 
hubungan keluarga Termohon dan Pemohon, ikut menurunkan ego Pemohon 
dan ikut meredam sikap dan ujaran sinis masyarakat terhadap pelaku poligami 








Berdasarkan penelitian tentang permohonan izin poligami pada perkara 
dengan nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb dengan alasan untuk menghindari 
fitnah perspektif Sadd Adz-Dzari’ah, maka penulis dapat mengambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pada perkara dengan nomor: 711/Pdt.G/2019/PA.Wsb, Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Wonosobo telah memutuskan perkara tersebut dengan 
mengizinkan Pemohon untuk melakukan poligami dengan alasan telah 
memenuhi syarat komulatif. Pada putusan tersebut hakim menggunakan 
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
jo Pasal 41 huruf (c) PP No. 9 Tahun 1975 sebagai landasan dalam 
memutus perkara izin poligami, bukan hanya Undang-Undang saja, 
Majelis Hakim juga menggunakan ayat al-Qur’an yakni surat an-Nisa (4) 
ayat 3 sebagai landasan keharusan berlaku adil terhadap istri-istrinya bagi 
suami yang melakukan poligami. Namun, disini hakim tidak 
menggunakan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 sebagai 
landasan dalam pertimbangannya. Padahal pasal ini menurut penulis 




2. Majelis Hakim dalam memberikan izin terhadap perkara permohonan izin 
poligami dengan alasan untuk menghindari fitnah berlandaskan pada 
kekhawatiran akan timbul fitnah di masyarakat karena seringnya calon istri 
kedua Pemohon datang ke rumah Pemohon untuk bertemu Termohon serta 
kekhawatiran akan berbuat zina antara Pemohon dan calon istri kedua 
pemohon. Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif Sadd Adz-Dzari’ah 
penulis memiliki pendapat lain, bahwa harusnya putusan ini ditolak karena 
dzari’ah atau perantara yang dalam hal ini adalah alasan-alasan yang 
dipertimbangkan dalam perkara izin poligami tidaklah kuat. Tidak kuatnya 
alasan berpoligami itulah yang nanti akan bermuara kepada kemudharatan, 
yang mana seharusnya poligami bermuara kepada kemaslahatan dan 
keadilan. Jika Majelis Hakim tidak mengabulkan perkara izin poligami 
kepada Pemohon, maka Majelis Hakim telah ikut andil dalam menjaga 
hubungan yang harmonis keluarga Termohon dan Pemohon, ikut 
menurunkan ego Pemohon dan ikut meredam sikap dan ujaran sinis 
masyarakat terhadap pelaku poligami yang dikhawatirkan masyarakat 
akan membenci syari’at itu sendiri. Dan dalam keadaan seperti ini, 
perkawinan monogami adalah pilihan yang paling tepat untuk 
mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 
 
B. Saran 
1. Hendaknya Majelis Hakim menjadikan pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat 
(1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai 
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landasan yang paling ideal karena antara pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat 
(1) terdapat ketidaksamaan yang saling melengkapi dalam pemberian izin 
perkara poligami, tanpa harus meniadakan salah satunya. 
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama  hendaknya lebih teliti dan berhati-hati 
dalam memutuskan perkara dalam persoalan poligami, karena bisa jadi 
putusan tersebut akan menjadi tolak ukur di dalam masyarakat. Sehingga, 
dengan adanya poligami tidak merusak norma perkawinan yang sudah ada. 
3. Ketika akan mengajukan permohonan, hendaknya Pemohon tidak 
menggunakan alasan yang diluar persyaratan Undang-Undang dan 
hendaknya mengajukannya ketika dalam keadaan yang benar-benar 
mendesak saja. Karena dibalik poligami, terdapat egoisme dari seorang 
laki-laki yang tidak memikirkan bagaimana perasaan istri dan psikis anak 
yang berada dalam kelurga poligami. 
4. Kata mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anaknya, 
yang dalam hal ini Pengadilan memaknai mampu secara finansial dan 
biasanya dibuktikan dengan surat keterangan pengasilan dan harta 
kekayaan yang Pemohon miliki. Hendaknya Majelis Hakim 
mempertimbangkan betul-betul berapa minimal penghasilan Pemohon, 
karena jika tidak mempertimbangkan hal ini dengan baik, bukan 
kemaslahatan yang calon istri kedua dapatkan malah menimbulkan 
kemudharatan bagi pihak istri pertama maupun pihak istri kedua dan 
menimbulkan perbuatan aniaya terhadap keluarganya karena kebutuhan 
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HASIL WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT RT 001/ RW 001 
DESA BUTUH, KECAMATAN KALIKAJAR 
Narasumber : Lukman Hakim (Ketua Rt 01/Rw 01 Desa Butuh) 
Pekerjaan : Petani 
Waktu  : 21 Mei 2021 
1. Apa yang saudara ketahui tentang poligami? 
Seorang suami yang beristri lebih dari satu dan tidak lebih dari empat. 
2. Bagaimana pandangan saudara mengenai poligami? 
Menurut saya, boleh saja asal ada izin dari istri dan mampu berlaku adil serta 
mampu memberi penghidupan yg cukup. 
3. Bagaimana saudara memandang pelaku poligami? 
Kalo saya biasa saja, tetapi kadang yang lain terutama ibu-ibu memandang 
negatif dan menjadi bahan omongan di warug-warung terhadap pelaku 
poligami. 
4. Bagaimana kehidupan rumah tangga pelaku poligami? 
Selama ini baik-baik saja, tidak mendengar pertengkaran mereka. 
5. Bagaimana kehidupan anak-anak pelaku poligami? Apakah mengalami sesuatu 
gangguan atau dikucilkan atau tidak? 
Tidak, mereka masih bermain dengan teman-teman yang lain. 
6. Apakah saudara akan melakukan poligami? 
Saya cukup dengan satu orang istri saja. 
7. Apakah saudara kenal dengan pelaku poligami disini? 
 
Ya, saya kenal dan beliau adalah adik sepupu saya. 
8. Apa pekerjaan pelaku poligami tersebut? 
Dulu sempat mengajar jadi guru, tetapi sekarang hanya sebagai guru mengaji 
bapak-bapak dan ibu-ibu keliling ke desa-desa, kemudian juga membuka 
service lampu di rumah sendiri dan sepetak kios di pasar. Mempunyai beberapa 
kambing yang dititipkan kepada orangtuanya juga. 
9. Apakah rumah pelaku poligami  ditinggali hanya pelaku sendiri atau ada orang 
lain yang bersamanya? 
Kalo rumah disini itu masih dengan orangtua, tetapi rumah di istri kedua hanya 




HASIL WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT RT 001/ RW 001 
DESA BUTUH, KECAMATAN KALIKAJAR 
Narasumber : Sella 
Pekerjaan : - 
Waktu  : 21 Mei 2021 
1. Apa yang saudara ketahui tentang poligami? 
Seorang suami yang beristri dua. 
2. Bagaimana pandangan saudara mengenai poligami? 
Menurut saya, boleh saja asal tidak terjadi di keluarga saya. 
Kenapa demikian? 
Ya jangan terjadi sama keluarga saya, karena saya merasa kasihan dengan istri 
atau saudara perempuan saya, mana ada perempuan atau istri yang mau 
dipoligami kan. 
3. Bagaimana saudara memandang pelaku poligami? 
Kalo saya kadang gimana gitu, kasihan sama istri tapi gak tau juga mungkin 
istrinya sudah ikhlas jadi membolehkan, tetapi kadang yang lain terutama ibu-
ibu memandang negatif dan menjadi bahan omongan di warung-warung 
terhadap pelaku poligami. 
4. Bagaimana kehidupan rumah tangga pelaku poligami? 
Saya kurang tau karena rumahnya agak jauh dengan rumah saya jadi tidak 
mendengar berita yang seperti itu. 
 
5. Bagaimana kehidupan anak-anak pelaku poligami? Apakah mengalami sesuatu 
gangguan atau dikucilkan atau tidak? 
Tidak, mereka masih bermain dengan teman-teman yang lain. 
6. Apakah saudara akan rela untuk dipoligami? 
Saya tidak mau dipoligami. 
7. Apakah saudara kenal dengan pelaku poligami disini? 
Ya, saya kenal dan beliau adalah guru mengaji. 
8. Apa pekerjaan pelaku poligami tersebut? 
Dulu sempat mengajar jadi guru, tetapi sekarang hanya sebagai guru mengaji 
bapak-bapak dan ibu-ibu keliling ke desa-desa. Hanya itu setahu saya. 
9. Apakah rumah pelaku poligami  ditinggali hanya pelaku sendiri atau ada orang 
lain yang bersamanya? 




HASIL WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT RT 001/ RW 001 
DESA BUTUH, KECAMATAN KALIKAJAR 
Narasumber : Santoso 
Pekerjaan : Petani 
Waktu  : 21 Mei 2021 
1. Apa yang saudara ketahui tentang poligami? 
Seorang suami yang beristri dua. 
2. Bagaimana pandangan saudara mengenai poligami? 
Menurut saya, boleh saja asal ada izin dari istri dan mampu berlaku adil serta 
mampu memberi penghidupan yang cukup. 
3. Bagaimana saudara memandang pelaku poligami? 
Kalo saya biasa saja, tetapi kadang yang lain terutama ibu-ibu menjadi bahan 
omongan di warung-warung terhadap pelaku poligami. 
4. Bagaimana kehidupan rumah tangga pelaku poligami? 
Saya kurang tau, mungkin baik-baik saja. 
5. Bagaimana kehidupan anak-anak pelaku poligami? Apakah mengalami sesuatu 
gangguan atau dikucilkan atau tidak? 
Tidak, mereka masih bermain dengan teman-teman yang lain. 
6. Apakah saudara akan melakukan poligami? 
Saya cukup dengan satu orang istri saja, karena satu aja berat. 
7. Apakah saudara kenal dengan pelaku poligami disini? 
 
Ya, saya kenal dan beliau adalah seorang guru ngaji ibu-ibu keliling ke desa-
desa. 
8. Apa pekerjaan pelaku poligami tersebut? 
Dulu sempat mengajar jadi guru, tetapi sekarang hanya sebagai guru mengaji 
bapak-bapak dan ibu-ibu keliling ke desa-desa, kemudian juga membuka 
service lampu di rumah sendiri. 
9. Apakah rumah pelaku poligami  ditinggali hanya pelaku sendiri atau ada orang 
lain yang bersamanya? 




HASIL WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT RT 001/ RW 001 
DESA BUTUH, KECAMATAN KALIKAJAR 
Narasumber : Ngahadi 
Pekerjaan : Petani 
Waktu  : 21 Mei 2021 
1. Apa yang saudara ketahui tentang poligami? 
Seorang suami yang beristri lebih dari satu dan tidak lebih dari empat. 
2. Bagaimana pandangan saudara mengenai poligami? 
Menurut saya, boleh saja asal ada izin dari istri dan mampu berlaku adil serta 
mampu memberi penghidupan yg cukup. 
3. Bagaimana saudara memandang pelaku poligami? 
Kalo saya biasa saja, tetapi kadang yang lain terutama ibu-ibu menjadi bahan 
omongan di warung-warung terhadap pelaku poligami. 
4. Bagaimana kehidupan rumah tangga pelaku poligami? 
Saya kurang tau. 
5. Bagaimana kehidupan anak-anak pelaku poligami? Apakah mengalami sesuatu 
gangguan atau dikucilkan atau tidak? 
Tidak, mereka masih bermain dengan teman-teman yang lain. 
6. Apakah saudara akan melakukan poligami? 
Saya cukup dengan satu orang istri saja, satu saja berat mas-mas. 
7. Apakah saudara kenal dengan pelaku poligami disini? 
Ya, saya kenal dan beliau adalah seorang guru ngaji keliling ke desa-desa. 
 
8. Apa pekerjaan pelaku poligami tersebut? 
Dulu sempat mengajar jadi guru, tetapi sekarang hanya sebagai guru mengaji 
bapak-bapak dan ibu-ibu keliling ke desa-desa, kemudian juga membuka 
service lampu di rumah sendiri. 
9. Apakah rumah pelaku poligami  ditinggali hanya pelaku sendiri atau ada orang 
lain yang bersamanya? 





1. Izin wawancara dengan warga Desa Butuh kepada Bapak Dzikroni sebagai 










2. Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim sebagai Ketua Rt 01/Rw 01 Desa 











3. Wawancara dengan Bapak Santoso sebagai warga Rt 01/Rw 01 Desa Butuh, 








4. Wawancara dengan Bapak Ngahadi sebagai warga Rt 01/Rw 01 Desa Butuh, 




















Pedoman wawancara untuk warga Rt 01/Rw 01 Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar 
1. Apa yang saudara ketahui tentang poligami? 
2. Bagaimana pandangan saudara mengenai poligami? 
3. Bagaimana saudara memandang pelaku poligami? 
4. Bagaimana kehidupan rumah tangga pelaku poligami? 
5. Bagaimana kehidupan anak-anak pelaku poligami? Apakah mengalami sesuatu 
gangguan atau dikucilkan atau tidak? 
6. Apakah saudara akan melakukan poligami? 
7. Apakah saudara kenal dengan pelaku poligami disini? 
8. Apa pekerjaan pelaku poligami tersebut? 
9. Apakah rumah pelaku poligami  ditinggali hanya pelaku sendiri atau ada orang 















































































DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap  : Sumar Dzulwahid 
2. NIM   : 1617302045 
3. Temat/Tgl. Lahir  : Banyumas, 11 Maret 1998 
4. Alamat Rumah  : Desa Panembangan Rt 005/ Rw 003, Kec. 
 Cilongok, Kab. Banyumas 
5. Nama Ayah  : Dasirun 
6. Nama Ibu   : Ani Mu’minah 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. TK, tahun lulus  : TK Pertiwi Panembangan, 2004 
b. SD/MI, tahun  lulus : SDN Panembangan, 2010 
c. SMP/Mts, tahun lulus  : SMP Muhammadiyah Cilongok, 2013 
d. SMA/MA, tahun lulus : SMA MBS Zam-Zam Cilongok, 2016 
e. S1, tahun masuk  : IAIN Purwokerto, 2016 
2. Pendidikan Non Formal 
a. Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Muhammadiyah Cilongok 
 
Purwokerto, 10 Februari 2021 
 
 
 
Sumar Dzulwahid 
